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P    U    T    U   S   A   N
No.  02/G.TUN/201 1/PTUN- Kdi ,

“ DEMI  KEADILAN BERDASARKAN  KETUHANAN  YANG  MAHA  ESA “ 

- - - - - - -  Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  Kendar i  yang memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  

t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa ,  te lah  menja tuhkan  

putusan  seper t i  te rsebu t  d ibawah in i ,  da lam perkara  anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RUSTAM EFENDY  ,   Warga Negara   Indones ia ,   peker j aan  
Pens iunan  PNS,  tempat  t i ngga l  d i  Kecamatan  
Baruga ,  Kota  Kendar i ,  Prop ins i  Sulawes i  
Tenggara  ;  
Dalam hal  in i   member ikan  kuasa  kepada  :
AYATULLAH MAHDY  ,     SH  ,  Warga Negara  Indones ia ,  
Peker j aan  Advokat  /  Pengacara  &  Penasehat  
Hukum,  bera lamat  di  6  Poas ia ,  Kota  Kendar i .  
Berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  tangga l  3 
Desember  2010 ;  

 Selan ju tnya  disebu t  sebaga i  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  PENGGUGAT  ;  

 Dalam perkara  melawan :

1.   KE  P  A  LA  KANTOR  PERTANAHAN  KOTA  KENDARI    ;  

Berkedudukan  di  ja l an  H.E.  Mokodompi t  No.9 ,  
Kel .  La lo l a r a ,  Kec.  Kambu,  Kota  Kendar i ,  
Prop.  Sulawes i  Tenggara  ;
Dalam hal  in i   member ikan  kuasa  kepada  :

- Drs .  H.  Abdul  Rahman,  SH,  
M.Si . ;

- Muh.  ILHAM YAMIN,  SE. ,  SH.  
;

- INDRIATI  NINGSIH,  S.Sos.  ;
Berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  tangga l  14 

Februar i  2010  

Selan ju t nya  disebu t  sebaga i  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TERGUGAT  ;

2.   HJ.  MUHTIA ,    :      
Kewarganegaraan  Indones ia ,  peker j aan  Ibu  
rumah  tangga ,  ber tempat  t i ngga l  J l .  Malaka  
No.70 ,  Kel .  Bende,  Kec.  Wua-Wua,  Kota  
Kendar i  ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
Dalam hal  in i   member ikan  kuasa  kepada  :
- MUHAMMAD DAHLAN MOGA,  SH,  MH. ;
- RISKANAWATI,  SH.  ;
- ARIFAI ,  SH.  ;
Berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  Nomor:  02/PH-
MDM/SK.3 / I I I / 2 011 ,  tangga l  19 Maret  2011 dan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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7 Ju l i  2011 ;   
Selan ju t nya  disebu t  sebaga i  :  TERGUGAT   I I   

INTERVENSI  ;

Pengadi lan  Tata  Usaha Negara ,  tersebut  :   

1. Telah  membaca  sura t  gugatan  Penggugat  te r t angga l  

26  Januar i  2011  yang  te rda f t a r  d i  kepan i t e r aan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Kendar i   pada  tangga l   26 

Januar i   2011  d ibawah  reg i s t e r  perkara   Nomor  :  

02/G.TUN/201 1/PTUN- Kdi  dan  te l ah  d ipe rba i k i  pada  

pemer iksaan  pers iapan  tangga l  21  Februar i  2011 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Telah . . .

-  2 -

2. Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Kendar i  Nomor  :  02/PEN- MH/2011/PTUN- Kdi ,  

te r t angga l  28  Januar i  2011   ten tang  Penunjukan  Maje l i s  

Hakim  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

3. Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Kendar i  Nomor  :  02/PEN.PP/2011 /PTUN-

Kdi ,  te r t angga l                          28   Januar i  

2011,  ten tang  Pemer iksaan  Pers iapan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Kendar i  Nomor  :  02/PEN.HS/2010 /PTUN-

Kdi ,  te r t angga l                     22  Februar i   2011  

ten tang   Har i  Sidang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.     Telah  membaca  Putusan  Sela  atas  permohonan  p ihak  

ket i ga  untuk  masuk  sebaga i  p ihak  In te r vens i  tangga l  28  

Maret   2011 ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.  Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Kendar i  Nomor  :  02/PEN- MH/2011/PTUN- Kdi ,  

te r t angga l  13  Apr i l  2011   ten tang  Penunjukan  Maje l i s  

Hakim baru ,  karena  Ketua  Maje l i s  Hakim p indah  tugas  ;  

7.  Telah  membaca  berkas  perkara  yang  bersangku tan  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Telah  membaca  dan  memer iksa  bukt i  –  bukt i  sura t  da lam 

perkara  in i ,  dan  mendengar   kete rangan  saks i  

d ipe rs i dangan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Telah  membaca ber i t a  acara  pers idangan  dalam perkara  in i  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    TENTANG  DUDUK  PERKARA  :  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -  Menimbang,  bahwa Penggugat  te l ah  menggugat  Tergugat  

dengan  sura t  gugatannya  te r t angga l  26  Januar i   2011  yang  

te rda f t a r  d i  Kepani te raan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Kendar i  pada  tangga l   26  Januar i  2011  d ibawah  reg i s t e r  

perkara  Nomor  :  02/G.TUN/2011 /PTUN- Kdi ,  dan  te l ah  

dipe rba i k i   dan  dise rahkan  perba i kannya  pada   pemer iksaan  

pers i apan  tangga l   21  Februar i   2011,   yang  is i nya  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -  Bahwa yang  menjad i  obyek  gugatan  dan yang  d imin takan  

bata l  atau  t i dak  sah dalam perkara  in i  ada lah  :

- Ser t i pika t  Hak  Mi l i k  No.  405  Tahun  1985  

se luas  20.000  M2 (dua  puluh  r ibu  meter  

perseg i )  Tahun  1985  atas  nama  Nyonya  

Muht ia ,  Gambar  Si tuas i  Tangga l  24- 7- 1985.  

No.  1734/1985 ,  yang  te r l e t a k  dahu lunya  d i  

Desa  Lepo- Lepo,  Kecamatan  Mandonga,  

Kabupaten  Kendar i  sekarang  Kelu rahan  

Baruga,  Kecamatan  Baruga,  Kota  Kendar i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Adapun. . .

-   3  -

Adapun  gugatan  Penggugat  d idasarkan  atas  a lasan- alasan  

sebaga i  ber i ku t  :   - - - -

1. Bahwa tanah  yang  d imaksud  da lam  obyek  gugatan  ada lah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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tanah  mi l i k  Penggugat  se luas  kurang  leb ih  33.480  M2 

yang  dio l ah  dan dikuasa i  se jak  tahun  1974 sampai  dengan  

sekarang  sebaga imana dengan  sura t  pernya taan / ke te rangan  

pengo lahan  yang  di tanda tangan i  o leh  Sdr .  Andi  Baso 

Tekaka  (Mantan  Kepala  Dis t r i k  Kendar i /  Anak ia  

Ranomeeto) ,  Sdr .  Lasoba,  Sdr .  Samado,  dan  Sdr .  La Ambo 

dan dike tahu i  Oleh  Laudu yang  saat  i t u  menjabat  sebaga i  

Kepala  Desa  Lepo- Lepo,  Kecamatan  Mandonga,  Kabupaten  

Kendar i  sekarang  Kelu rahan  Baruga,  Kecamatan  Baruga,  

Kota  Kendar i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  luas  tanah  yang  dimaksud  dalam  obyek  gugatan  

se lu ruhnya  se luas  kurang  leb ih  20.000  M2 (dua  puluh  

r i bu  meter  perseg i  ) ,  Gambar  Si tuas i  Tangga l  24- 7- 1985.  

No.  1734/1985  dan  juga  pember ian  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  

No.  405  Tahun  1985  atas  nama  Nyonya  Muht ia  yang  

te r l e t a k  dahu lunya  Desa  Lepo- Lepo,  Kecamatan  Mandonga,  

Kabupaten  Kendar i  dengan  batas - batas  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sebelah  Utara  berba tas  dengan  dahu lu  

Rustam Efendy  dan Lahiya  ;  - - - - - -

- Sebelah  Sela tan  berba tas  dengan  dahu lu  

Banggo dan Lasoba  ; - - - - - - - - - - - - -

- Sebelah  Timur  berba tas  dengan  dahu lu  

Lah iya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

- Sebelah  Bara t  berba tas  dengan  dahu lu  

Dodi  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

3. Bahwa luas  tanah  Penggugat  kese lu ruhannya  ada lah  kurang  

leb ih  33.480  M2 ( t i ga  puluh  t i ga  r i bu  empat  ra tus  

delapan  puluh  meter  perseg i )  dan  yang  masuk  dalam 

sengketa  adalah  se luas  20.000  M2 (dua  puluh  r i bu  meter  

perseg i ) ,  seh ingga  s isa  tanah  Penggugat  adalah  se luas  

kurang  leb ih  13.480  M2 (  t i ga  belas  empat  ra tus  delapan  

puluh  meter  perseg i ) ,  yang  mana tanah  te rsebu t  d ia tas  

dahu lunya  ada lah  tanah  mi l i k  Negara  yang  d io l ah  dan  

dikuasa i  se jak  tahun  1974  sampai  dengan  sekarang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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4. Bahwa  pada  tahun  1985  sebag ian  tanah  Penggugat  yang  

menjad i  Obyek Gugatan  se luas  1.500  M2 te lah  di j ua l  o leh  

saudara  Lasoba  kepada  p ihak  orang  la i n ,  ha l  in i  dapat  

d i l i h a t  dengan  adanya  Sura t  Keterangan  te r t angga l  14  

Ju l i  1985 yang di t anda tangan i  o leh  Penggugat  dan Lasoba  

dan  disaks i kan  oleh  anak- anak  Lasoba  ser ta  dike tahu i  

o leh  Lurah  Lepo- Lepo  saat  i t u  yang  bernama  Mandar i ,  

yang  mana  is i  dar i  Sura t  Keterangan  te rsebu t  ada lah  

dikembal i kannya  tanah  te rsebu t  kepada  Penggugat  se laku  

pemi l i k  yang  sah ;

5. Bahwa  tanah  yang  menjad i  Objek  Sengketa  sura t  

kete rangan  pa jaknya  ada lah  atas  nama Penggugat  ser ta  

Penggugat  pu la  yang  membayar  iu ran  pa jaknya  se jak  tahun  

1975  smpai  dengan  sekarang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.  Bahwa. . .

-   4  -

6. Bahwa  masih  ada  saks i  h idup  ya i t u  Sdr .  Samado  yang  

sekarang  t i ngga l  d i  kecamatan  Baruga ,  Kota  Kendar i  yang  

saat  i t u  menyaks ikan  Penggugat  mengolah  dan  menguasa i  

tanah  te rsebu t  d i  atas  se jak  tahun  1974  sampai  dengan  

sekarang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa  tanpa  sepengetahuan  Penggugat  tanah  te rsebu t  

te l ah  te rb i t  Ser t i pika tnya  ya i t u  Ser t i pika t  No.  405 

Tahun  1985  atas  nama  Lasoba,  ser ta  Gambar  Si tuas i  

Tangga l  24- 7- 1985  No.  1734/1985 .  Seluas  20.000  M2 (dua  

puluh  r ibu  meter  perseg i )  yang  dahu lunya  te r l e t a k  di  

Desa  Lepo- Lepo,  Kecamatan  Mandonga,  Kabupaten  kendar i  

sekarang  Kelu rahan  Baruga ,  Kecamatan  Baruga ,  Kota  

Kendar i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

8. Bahwa se lan ju t nya  tanpa  sepengetahuan  Penggugat ,  tanah  

te rsebu t  te lah  pula  diba l i k  nama kep ihak  Nyonya  Muht ia  

ya i t u  Set i pika t  Hak Mi l i k  No.  405  Tahun  1985,  ha l  in i  

baru  Penggugat  ketahu i  set l ah  adanya  Sura t  Panggi l an  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Pol i s i  dengan  No.  Pol  :  Sp.  Gi l / 1847 /X I / 2010 /D i t  

Reskr im ,  Tangga l  12  Nopember  2010  dalam hal  member ikan  

kete rangan  se laku  saks i  da lam perkara  dugaan te r j ad i n ya  

t i ndak  pidana  Pemalsuan  sura t  dan  atau  Penyerobo tan  

Tanah  sebaga imana  d imaksud  da lam  Pasa l  263  KUHP dan  

atau  Pasal  167  KUHP,  dengan  demik ian  gugatan  in i  

d ia jukan  masih  da lam tenggang  waktu  90 (Sembi l an  pu luh )  

har i ,  ha l  in i  sesua i  dengan  Pasal  55  Undang- Undang 

Nomor 9 Tahun 2004 ten tang  perubahan  atas  Undang- Undang  

No 5 Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa  dengan  d i t e rb i t k annya  Ser t i pika t  Hak  Mi l i k  No.  

405  Tahun  1985  oleh  Tergugat  te r sebu t  d ia tas  tanpa  

sepengetahuan  Penggugat ,  maka  Penggugat  sangat  

d i rug i kan  kepent i ngannya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

10. Bahwa  t i ndakan  Terguga t  da lam  menerb i t kan  Ser t i pika t  

Hak  Mi l i k  te rsebu t  te l ah  ber ten tangan  denga  Pasal  3 

ayat  (2 )  sub  a  dan  b  PP No.  10  Tahun  1961  Tentang  

Pendaf ta ran  Tanah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

11. Bahwa  t i ndakan  Terguga t  da lam  menerb i t kan  Ser t i pika t  

Hak  Mi l i k  No.  405  Tahun  1985  te rsebu t ,  t i dak  cermat ,  

t i dak  te l i t i  dan  t i dak  pro fess i ona l ,  seh ingga  

ber ten tangan  dengan  Asas- asas  Umum Pemer in tahan  Yang 

Baik  yaI tu  Asas  Kecermatan ,  kete l i t i a n  dan  

Profes iona l i t a s  sebaga imana  dimaksud    da lam Pasa l  53  

ayat  2  (a )  dan  (b )  Undang- Undang  No.  9  Tahun  2004  

Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  dan  juga  t i ndakan  

Tergugat  te rsebu t  d ia tas  dalam  menerb i t kan  Ser t i pika t  

Hak Mi l i k  te rsebu t  te l ah  ber ten tangan  pula  dengan Asas-

asas  dalam Pendaf ta ran  Tanah sebaga imana  dimaksud  da lam 

PP  No.  10  Tahun  1961  ya i t u  Asas  Publ i s i t a s ,  Asas  

Cont rad i k t u r ,  Asas  Del im i t as i  ya i t u  adanya  perse tu j uan  

dar i  p ihak - pihak  yang  berba tasan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan . . .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-   5  -

Berdasarkan  ura ian  gugatan  te rsebu t  d ia tas ,  Penggugat  mohon 

kepada  Ketua /  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Kendar i  yang  memer iksa  dan  memutus  perkara  berkenan  

menja tuhkan  putusan  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - -    

1. Mengabulkan  gugata  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bahwa  t i ndakan  Tergugat  mengeluarkan  Sura t  

Keputusan  Tata  Usaha Negara  ya i t u  Ser t i pika t  Hak Mi l i k  

No.  405  Tahun  1985  atas  nama  nyonya  Muht ia ,  Gambar  

Si tuas i  Tangga l  24- 7- 1985 No.  1734/1985  se luas  20.000M2 

(dua  puluh  r ibu  meter  perseg i )  melanggar  keten tuan  

Pasal  3  ayat  (2 )  sub  a  dan  b  PP No.  10  Tahun  1961  

Tentang  Pendaf ta ran  Tanah  ser ta  ber ten tangan  dengan  

Asas- asas  Pemer in tahan  Yang Baik  ya i t u  Asas  Kecermatan ,  

Kete l i t i a n ,  dan  Pro fes iona l i t a s  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menyatakan  Bata l  atau  Tidak  Sah,  Ser t i pika t  Hak  Mi l i k  

No.  405  Tahun  1985  se luas  20.000  M2,  ser ta  Gambar  

Si tuas i  Tangga l  24- 7- 1985  No.  1734/1985 ,  yang  te r l e t a k  

dahu lunya  di  Desa  Lepo- Lepo,  Kecamatan  Mandonga,  

Kabupaten  Kendar i  sekarang  Kelurahan  Baruga,  Kecamatan  

Baruga,  Kota  Kendar i  atas  nama  Nyonya  Muht ia  yang  

di te rb i t k an  oleh  Tergugat  ;  - - - - - - - - - - - - - -

4. Memer in tahkan  kepada  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  

Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  menjad i  Obyek Sengketa  

berupa  Ser t i pika t  Hak  Mi l i k  No.  405  Tahun  1985  atas  

nama Nyonya  Muht ia ,  Gambar  Si tuas i  Tangga l  24- 7- 1985  

No.  1734/1985 ,  se luas  20.000  M2 (dua  puluh  r ibu  meter  

perseg i )  yang  te r l e t a k  dahu lunya  di  Desa  Lepo- Lepo,  

Kecamatan  Mandonga,  Kabupaten  Kendar i  sekarang  

Kelu rahan  Baruga,  Kecamatan  Baruga ,  Kota  Kendar i  ;  

- - - - - -

5. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  sega la  biaya  yang  

t imbu l  da lam  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -  Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  

d ipe rs i dangan  Tergugat  te l ah  mengajukan  jawabannya  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
te r t angga l  28  Februar i  2011  yang  pada  pokoknya  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

I . DALAM  EKSEPSI  :

1. Bahwa  Tergugat  membantah  sega la  da l i l - da l i l  yang  

dia jukan  oleh  Penggugat  kecua l i  te rhadap  hal - ha l  yang  

diaku i  secara  tegas  oleh  Tergugat  ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa gugatan  Penggugat  dia j ukan  kepada  Terguga t  te l ah  

kada luwarsa  karena  Terguga t  menerb i t kan  ser t i p i k a t  

se jak  tahun  1985  maka  hak  mi l i k  Ny.  Muth ia  te rsebu t  

te l ah  berus ia  26 tahun  sebaga imana  keten tuan  daluwarsa  

dalam  KUHPerdata  Pasa l  1963  “s i apa  yang  dengan  i t i k ad  

baik  dan  berdasarkan  suatu  alas  hak  yang  sah,  

mempero leh  suatu  benda tak  bergerak ,

suatu . . .

-   6  -

suatu  bunga  atau  suatu  piu tang  la i n  yang  harus  dibayar  

atas  i t u  untuk  mempero leh  hak   mi l i k  atasnya ,  dengan  

ja l an  daluwarsa  dengan  suatu  penguasaan  se lama  dua  puluh  

tahun .  Siapa  yang  dengan  i t i k ad  baik  menguasa inya  se lama  

t i ga  puluh  tahun ,  mempero leh  hak  mi l i k ,  dengan  t i dak  

dapat  d ipaksa  untuk  memper tun jukkan  alas  haknya” ,  dengan  

demik ian  gugatan  Penggugat  patu t  untuk  d i t o l a k  oleh  

Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa dengan adanya  pengakuan  Penggugat  sebaga i  pemi l i k  

Obyek  Perkara  harus lah  diu j i  te r l eb i h  dahu lu  secara  

Perda ta  di  Pengad i l an  Neger i ,  agar  dapat  d ike tahu i  

secara  je l as  pemi l i k  tanah  A quo,  dan  untuk  memutuskan  

kebenaran  s iapa  pemi l i k  sah  tanah  te rpe rka ra  adalah  

kewenangan  Pengad i l an  Neger i  (Kompetens i  Abso lu t ) ,  

seh ingga  sudah  seharusnya  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Kendar i  menolak  gugatan  Penggugat  dan  menyatakan  t i dak  

berwenang  mengadi l i  perkara  in i  ;  - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  ha l - ha l  te rsebu t  d i  atas ,  dengan  in i  mohon 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada  Maje l i s  Hakim  yang  te rho rmat  berkenan  mener ima  

Ekseps i  Tergugat  dengan  menyatakan  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Kendar i  menolak  gugatan  Penggugat  atau  set i dak -

t i daknya  gugatan  d inya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I . DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Terguga t  mohon kepada  Maje l i s  Hakim  yang  Mul ia ,  

agar  apa yang  dikemukakan  dalam Ekseps i  d inya takan  pula  

te rmasuk  menjad i  bagian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dalam 

pokok  perkara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  Tergugat  I I  te tap  menolak  se lu ruh  dal i l - da l i l  

yang  dia jukan  oleh  Penggugat  kecua l i  te rhadap  hal - ha l  

yang  diaku i  secara  tegas  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa Tergugat  da lam  proses  penerb i t an  Ser t i p i k a t  Hak 

Mi l i k  No.  405/Desa  Lepo- Lepo  An.  Ny.  Muht ia ,  te lah  

memenuhi  persyara tan  admin is t r a s i  sebaga imana  dia tu r  

da lam Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  10 tahun  1961  ten tang  

Pendaf ta ran  Tanah,  jo .  Pera tu ran  Menter i  Dalam neger i  

Nomor 6  Tahun  1972  ten tang  Pel impahan  Wewenang 

Pember ian  Hak  Atas  Tanah,  jo .  Pera tu ran  Menter i  Dalam 

Neger i  Nomor  5  Tahun  1973  ten tang  Keten tuan - Keten tuan  

Mengenai  Tata  Cara  Pember ian  Hak  Atas  Tanah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  adapun  r iwaya t  penerb i t an  Ser t i p i k a t  obyek  

sengketa  adalah  sebaga i  ber i ku t  :

- Bahwa semula  adalah  bekas  Tanah  Negara  

yang  dikuasa i  o leh  Lasoba  yang  

kemudian   d i te rb i t k an  Ser t i p i k a t   Hak 

Mi l i k  No.  405/Desa  Lepo- Lepo

An.  Lasoba. . .

-   7  -

An.  Lasoba,  Gambar  Ukur  No.  1734/1985  tangga l  24  Ju l i  

1985  se luas  20.000  M2 di te r b i t k an  tangga l  24 Ju l i  1985  

dengan  berdasarkan  Sura t  Keputusan  Gubernur  KDH.  TK.  1 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sul t r a  tangga l  28 Ju l i  1984 No.  36/HM/ I / 83 - 84/1984  dan;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- Kemudian  dia l i h kan  kepada  Ny.  Muht ia  

berdasarkan  Akta  Jua l  Bel i  tangga l  26  

Ju l i  1985  No.  186/ I I / 1 25 /7 / 1985  dibua t  

o leh  dan  dihadapan  Notar i s  Rachmat iah  

Hambu,  SH.  PPAT  Wilayah  Kota  

Admin is t r a t i f  Kendar i  ;  - - - - - - - -

5.  Bahwa Tergugat  te lah  menerb i t kan  Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  

No.  405/Desa  Lepo- Lepo pada tahun  1985 dan se lama kurun  

waktu  5  ( l ima)  tahun  te rsebu t  t i dak  ada  p ihak  yang  

mengajukan  kebera tan  secara  te r t u l i s  kepada  Terguga t ,  

ataupun  di  Pengad i l an  dengan  demik ian  sete lah  meleb ih i  

kurun  waktu  yang  d i t e t apkan  oleh  pera tu ran ,  maka sega la  

kebera tan  t i dak  dapat  d i t e r ima  maka gugatan  in i  sudah  

sepatu tnya  untuk  d i t o l a k  sebaga imana  yang  te lah  

di te t apkan  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  10  Tahun  1961  jo .  

Pera tu ran  Pemer in tah  No.  24  Tahun  1997  ten tang  

Pendaf ta ran  Tanah,  Pasa l  32  ayat  (1 )  dan  (2 )  yang  

berbuny i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Ayat  (1 )  Ser t i p i k a t  merupakan  sura t  tanda  bukt i  hak  yang  

ber l aku  sebaga i  a la t  pembukt i an  yang  kuat  mengenai  data  

f i s i k  dan data  yur i d i s  yang  te rmuat  dida lamnya,  sepan jang  

data  f i s i k  dan  data  yur i d i s  te rsebu t  sesua i  dengan  data  

yang  ada  dalam  sura t  ukur  dan  buku  tanah  hak  yang  

bersangku tan  ;  - - - - -

Ayat  (2 )  Dalam  hal  atas  suatu  bidang  tanah  sudah  

di te rb i t k an  ser t i p i k a t  secara  sah  atas  nama orang  atau  

badan  hukum yang  mempero leh  tanah  te rsebu t  dengan  i t i k ad  

baik  dan  secara  nyata  menguasa inya ,  maka pihak  la i n  yang  

merasa  mempunyai  hak  atas  tanah  i t u  t i dak  dapat  lag i  

menuntu t  pe laksanaan  hak  te rsebu t  apab i l a  da lam  waktu  5 

( l ima)  tahun  se jak  d i t e r b i t k annya  ser t i p i k a t  i t u  t i dak  

mengajukan  kebera tan  secara  te r t u l i s  kepada  pemegang  

ser t i p i k a t  dan Kepala  Kantor  Per tanahan  yang  bersangku tan  

ataupun  t i dak  mengajukan  gugatan  ke  Pengad i l an  mengenai  

penguasaan  tanah  atau  penerb i t an  ser t i p i k a t  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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6. Bahwa  Tergugat  membantah  dal i l  Penggugat  sebaga i  

pemi l i k  sah  atas  Obyek Sengketa  dalam gugatannya  karena  

obyek  te rsebu t  berdasarkan  data  admin i s t r a s i  yang  ada  

pada  Terguga t  yakn i  obyek  yang  te rda f t a r  dengan  

Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  405/Desa  Lepo- Lepo  An.  Ny.  

Muht ia  sesua i  dengan  keten tuan  yang  ber laku  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa. . .

-   8  -

8. Bahwa te rka i t  dengan  bukt i  fo rm i l  yang  dia jukan  dalam 

permohonan  ser t i p i k a t  te rsebu t  bukan  merupakan  

kewenangan  Tergugat  I I  untuk  meni la i n ya  secara  mater i l  

sebaga imana  dalam PMNA/KBPN No.7  Tahun 200 Pasal  2 ayat  

2  yang  berbuny i  “  Mengenai  kebenaran  mater i i l  dar i  

warkah/be rkas  yang  dia jukan  dalam  rangka  permohonan  

pengakuan  hak  sepenuhnya  merupakan  tanggung  jawab  

pemohon  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

9. Bahwa  berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d ia tas  Tergugat  

te l ah  melaksanakan  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  

baik ,  d imana  Penerb i t an  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  

405/Desa  Lepo- Lepo  An.  Ny.  Muht ia ,  dengan  demik ian  

te l ah  sesua i  dengan  ta ta  cara  permohonan hak  mi l i k  yang  

dia tu r  dengan  keten tuan  Perundang- undangan  yang  ber laku  

dan  kewenangan  yang  ada  berdasarkan  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.  24 Tahun 1997,PMNA/KBPN No.  3 Tahun 1997  

;  - -

Berdasarkan  ha l - ha l  yang  te l ah  diu ra i kan  dia tas ,  maka 

Tergugat  mohon kepada  Maje l i s  Hakim yang  te rho rmat  berkenan  

memutuskan  perkara  in i  dengan menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :

DALAM EKSEPSI  :

- Mengabulkan  Ekseps i  Tergugat  ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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- Menyatakan  gugatan  Penggugat  patu t  

untuk  d i t o l a k  ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  

kese lu ruhan  ;

- Menyatakan  Sura t  Keputusan  Gubernur  

KDH.  Tk.  1  Sul t r a  tangga l  28  Ju l i  1984  

No.  36/HM/P3HT/ I / 83 - 84/1984  ten tang  

pember ian  hak  mi l i k  atas  nama  Ny.  

Muht ia  yang  te r l e t a k  di  Desa Lepo- Lepo,  

Kecamatan  Mandonga,  Kota  Kendar i ,  

sekarang  Kel .  Baruga,  Kota  Kendar i  

te l ah  sesua i  dengan  keten tuan  yang  

ber l aku  dan  memi l i k i  kekua tan  hukum 

yang  sah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- Menyatak an memi l i k i  kekuatan  hukum yang  

sah  dan  berharga  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  

No.  405/Desa  Lepo- Lepo An.  Ny.  Muht ia  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  

sega la  biaya  yang  t imbu l  dalam perkara  

in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

- - - - - - - - -  Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat ,  

d ipe rs i dangan  Tergugat  I I  In te r vens i  juga  te l ah  mengajukan  

jawabannya  te r t angga l  19 Apr i l  2011  yang  pada  pokoknya  

sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

DALAM.. .

-   9  -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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I . DALAM  EKSEPSI  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa Tergugat  I I  In te r vens i  menolak  semua dal i l - da l i l  

Penggugat  da lam  gugatannya  kecua l i  yang  secara  tegas-

tegas  Tergugat  aku i  kebenarannya ;

2. Penggugat  t i dak l ah  mempunyai  Kepent i ngan  Hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Secara  Hukum dengan  menelaah  Gugatan  A quo ya i t u  

dar i  sudut  Kepet i ngan  Hukum  Penggugat  ten tu  yang  

menjad i  per tanyaan  “  apakah  yang  menjad i  kepent i ngan  

hukum Penggugat  mengajukan  Gugatan  ?” .  Secara  Hukum 

Tergugat  I I  In te r vens i  mel iha t  t i dak  ada  Kepent i ngan  

Hukum Penggugat  yang  di rug i kan  atau  Penggugat  t i dak  

mempunyai  kua l i t a s  mengajukan  Gugatan  hal  mana secara  

yur i d i s  b i l a  dika i t k an  dengan  dasar  ser ta   a lasan  

gugatan  yang  dia j ukan  oleh  Penggugat  sangat l ah  t i dak  

masuk  aka l  dan  t i dak  berdasar  secara  hukum  ser ta  

Penggugat  t i dak  di ragukan  oleh  penerb i t an  Ser t i pika t  

SHM No.  405,  sebaga imana  dapat  d i l i h a t  pada Poin t  No.  1  

dan  Poin t  No.  4  gugatan  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Secara  Hukum Tergugat  I I  In te r vens i  menganggap  

bahwa Penggugat  t i dak  mempunyai  Kepent i ngan  Hukum atas  

Terb i t nya  SHM No.  405  Tahun1985  yang  mana didasarkan  

pada ha l - ha l  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - -

Bahwa  Secara  Hukum  Penggugat  t i dak  mempunyai  

Kepent i ngan  Hukum  dan  seka l i gus  t i dak  memi l i k i  

Kapas i t as  ( l ega l  stand ing )  untuk  mengajukan  gugatan  di  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Kendar i  karena  Dasar  Hukum 

atau  Hak  Kepemi l i k an  Penggugat  atas  b idang  tanah  

dimaksud  berdasarkan  Pera tu ran  Perundang- Undangan  

ten tang  Per tanahan  yang  ber l aku  dapat  d ika takan  masih  

be lum  ada,  dan  sura t - sura t  yang  d idasarkan  te rsebu t  

t i dak l ah  sesua i  pada keten tuan  hukum yang ber laku  ;  

Bahwa  secara  Hukum untuk  te r j ad i n ya  Hak  Mi l i k  Atas  

Suatu  Tanah  Negara ,  ada lah  karena  lah i r n ya  suatu  “  

Penetapan  Pemer in tah ”  sebaga imana  Pasa l  22 UU RI  No.  5  

Tahun  1960  ten tang  Pera tu ran  Dasar  Pokok- Pokok  Agrar i a  

(UUPA).  Penetapan  Pemer in tah  te rsebu t  lah i r  karena  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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adanya  permohonan  dar i  seorang  Warga  Negara  Indones ia  

(WNI) .  Secara  fak ta  Hukum  ten tu l ah  dengan  adanya  

Penetapan  Pemer in tah  (Keputusan  Pember ian  Hak)  ya i t u  

dengan  di te rb i t k annya  Keputusan  Gubernur  Kepala  Daerah  

setempat  sebaga imana  PMDN RI  No.  6  Tahun  1972,  

kemuadian  berdasarkan  SK  ten tang  Pember ian  Hak 

te rsebu t l ah  yang  menjad i  dasar  atau  Alas  Hak seseorang  

mener ima  Hak Atas  Tanah  Negara  dar i  Negara /Pemer in tah ,  

untuk  kemudian  orang  te rsebu t  Melakukan  Pendaf ta ran  Hak 

yang  di l akukan  dikan to r  per tanahan  setempat  

(Pasa l  1 . . .

-  10 -

(Pasa l  1  PP  RI  No.  10  Tahun  1961)  untuk  kemudian  

melakukan  proses  admin is t r a s i  dan  pengukuran  secara  

Kadaste ra l ,  se lan ju t n ya  menerb i t kan  ser t i pika t  hak  

kepemi l i k an  atas  tanah  sebaga imana  Pasal  19  ayat  2 

huru f  c  dan  Pasa l  1 Angka  20 PP RI  No.  24  Tahun  1997,  

sete lah  Pemohon membayar  uang  Pendaf ta ran  Hak  (  Pasa l  

19  ayat  4  UUPA)  dalam rangka  untuk  menjamin  kepas t i an  

hukum Hak atas  Tanah Seseorang  ;  - - - - - - - - - - - - - -

Pada  dasarnya  ins t r ument  yur id i s  atau  ala t  bukt i  

kepemi l i k an  Hak  Atas  Tanah  apabi l a  hak  mi l i k  yang  

dipe ro l eh  berasa l  dar i  Tanah  Negara  adalah  dengan  

“Penetapan  Pemer in tah ”  yang  dike lua rkan  oleh  Pejaba t  

Yang  Berwenang.  Adapun  wujud  kongkr i t  dar i  Penetapan  

Pemer in tah  te rsebu t  ada lah  Sura t  Keputusan  Pember ian  

Hak  Kepemi l i k an  Atas  Tanah  sebaga imana  d ia tu r  da lam 

Pera tu ran  Menter i  Dalam  Neger i  No.  6  tahun  1972  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Secar a  Fakta  Hukum untuk  mempero leh  Tanah  Negara  Alm.  

Lasoba  te l ah  memenuhi  keten tuan  hukum  yang  ber laku  

untuk  mendapatkan  ser ta  sebaga i  pemegang  Hak  Mi l i k  

sebaga imana  dalam UU RI  No.  5  Tahun  1960,  PMDN No.  6 

Tahun  1972,  ser ta  PP  No.  10  tahun  1961  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  keten tuan  hukum dia tas ,  secara  hukum data  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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yur i d i s  untuk  suatu  pero lehan  Tanah  Negara  ada lah  Alas  

Hak berupa  Sura t  Keputusan  Gubernur .  Secara  fak ta  hukum 

Lasoba  memi l i k i  tanah  yang  berasa l  dar i  Tanah  Negara  

berdasarkan  Ser t i pika t  SHM No.  405  yang  Alas  Haknya  

ada lah  SK.  Gub.  KDH.TK. I  Sul t r a  tg l .  28  Ju l i  1984  No.  

36/HM/P3HT/ I / 83 - 84/1984 .  Dengan  didasarkan  SK sebaga i  

dasar  untuk  menerb i t kan  Ser t i pika t  No.  405  tahun  1985 

secara  fak ta  hukum pula  data  yur id i s  dan  f i s i k  yang  

te rdapa tda lam  Ser t i pika t  405  te lah  sesua i  dengan  data  

yur i d i s  yang  ada  Buku  Tanah  Mi l i k  Terguga t  I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Penggugat  t i dak  punya  kua l i t a s  da lam  mengajukan  

gugatan  karena  yang  bersangku tan  t i dak  punya  hubungan  

hukum  dengan  lokas i  te rsebu t ,  maka  secara  yur i d i s  

Penggugat  t i dak  di rug i kan  oleh  Tergugat  I I  In te r vens i  

da lam  penerb i t an  Ser t i pika t  A  quo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Apakah  secara  hukum kepemi l i k an  atas  suatu  tanah  yang  

di l andas i  dengan  Sura t  Pernya taan  yang  d ibua t  Tahun  

1974  dan  Sura t  Keterangan  Tahun  1985  sementara  Sura t -

Sura t  te rsebu t  secara  hukum TIDAK MEMPUNYAI  KOLERASI  

HUKUM ATAU BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG 

BERLAKU YAITU UU RI  No.  5 Tahun  1960,  PMDN No.  6 Tahun  

1972,  ser ta  PP  No.  10  tahun  1961  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa. . .

-  11 -

Bahwa secara  fak ta  hukum Penggugat  t i dak l ah  mempunyai  

dasar  atau  sebuah  Penetapan  Pemer in tah  (Keputusan  

Pember ian  Hak)  da lam hal  in i  Keputusan  Gubernur  Kepala  

Daerah  setempat  sebaga imana  PMDN RI  No.  6  Tahun  1972  

untuk  mempero leh  hak  mi l i k  atas  Tanah  Negara  seh ingga  

sangat l ah  je l as  Penggugat  t i dak  mempunyai  memi l i k i  

Kapas i t as  ( lega l  s tand ing )  untuk  mengajukan  gugatan  di  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Kendar i  karena  secara  

nyata  Penggugat  t i dak l ah  mempunyai  suatu  Penetapan  dar i  

Pemer in tah  sebaga imana dia tu r  da lam PMDN RI  No.  6 Tahun  

1972  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Oleh  karenanya  Tergugat  I I  In te r vens i  menganggap secara  

hukum gugatan  Penggugat  seha rus nya lah  dinya takan  t i dak  

dapat  d i te r ima  ;  - - - - - - - -

3. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH KOMPETENSI  ABSOLUT PENGADILAN 

NEGERI  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Bahwa secara  hukum gugatan  Penggugat  ada lah  menyangkut  

Sengketa  Kepemi l i k an  Tanah  dalam  l i ngkup  keperda taan  

yang  merupakan  Kompetens i  Abso lu t  Lembaga  Perad i l an  

Umum da lam  hal  in i  ada lah  kewenangan  dar i  Pengad i lan  

Neger i  (melanggar /menya lah i ,  Pasa l  77 ayat  (1 )  UU No.  5  

Tahun  1986  ser ta  Yur i sp rudens i  MARI  No.  88  K/TUN/1993  

tangga l  7  September  1994)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Bahwa  sebaga imana  dalam  gugatan  Penggugat  da lam  pada  

poin t  No.  1  sampai  dengan  No.  6  secara  fak ta  hukum 

gugatan  Penggugat  mendal i l k an  ten tang  pemi l i k an  tanah  

yang  mana  dasar  kepemi l i k an  tanah  Penggugat  ada lah  

Sura t  Pernya taan /Ke te rangan  pengo lahan  yang  dio l ah  

se jak  tahun  1974  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa secara  hukum te rhadap  dal i l - da l i l  Penggugat  da lam 

gugatannya  sangat  je l as  menyangkut  masalah  sengketa  

Kepemi l i k an  Tanah  yang  te rmasuk  dalam  l i ngkup  

keperda taan  yang  merupakan  Kompetens i  Abso lu t  Lembaga 

Perad i l an  Umum sebaga imana  dia tu r  da lam Pasa l  77  ayat  

(1 )  UU  No.  5  Tahun  1986  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Bahwa  secara  hukum perkara  incasu  menjad i  Kewenangan  

Absolu t  dar i  Perad i l an  Umum  juga  berdasarkan  

Yur i sp rudens i  MARI  No.  88  K/TUN/1993  tangga l  7 

September  1994 yang  menyatakan  bahwa “Mesk ipun  sengketa  

i t u  te r j ad i  ak iba t  adanya  Sura t  Keputusan  Pejaba t ,  

te tap i  j i ka  da lam  perkara  te rsebu t  menyangkut  

pembukt i an  hak  kepemi l i k an  atas  tanah ,  maka  gugatan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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atas  sengketa  te rsebu t  harus  d i j ad i kan  te r l eb i h  dahu lu  

ke perad i l an  umum karena  je l as  sudah  merupakan  sengketa  

perda ta ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Bahwa. . .

-  12 -

Bahwa dar i  da l i l - dal i l  pokok  gugatan  Penggugat  te rsebu t  

nampak lah  je l as  bahwa Obyek Gugatan  dalam perkara  A quo  

bukan  kewenangan  dar i  Perad i l an  Tata  Usaha  untuk  

mengadi l i  mela inkan  kewenangan  dar i  Perad i l an  Umum, 

dalam  hal  in i  Pengad i l an  Neger i  karena  secara  fak ta  

hukum  berdasarkan  apa  yang  te l ah  Penggugat  ura i kan  

dalam  gugatannya  maka  secara  hukum  seharusnya lah  

te r l eb i h  dahu lu  diu j i  mela lu i  Perad i l an  Umum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  secara  fak ta  hukum  saat  in i  Terguga t  I I  

In te r vens i  te lah  mengajukan  gugatan  Perbuatan  Melawan  

Hukum te rhadap  Penggugat  ke  Pengad i l an  Neger i  Kendar i  

dengan  Regis te r  Perkara  No.16 /Pd t .G /2011 /PN.kd i  dan  

saat  in i  perka ra  A  quo  te lah   memasuki  tahapan  

pemer iksaan  pers i dangan  di  Pengadi l an  Neger i  Kendar i  ;  

- - - - - - - - - -

Bahwa oleh  karena  gugatan  Penggugat  bukan lah  merupakan  

Kewenangan  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  akan  te tap i  

merupakan  Kewenangan  Absolu t  dar i  Perad i l an  Umum ya i t u  

Pengad i l an  Neger i ,  sebaga imana  dimaksud  Pasal  77  ayat  

(1 )  UU No.  5  Tahun1986  Jo  UU No.  9  Tahuh  2004  dan  

Yur i sp rudens i  MARI  No.  88  K/TUN/1993  tangga l  7 

September  1994,  maka  menuru t  Hukum gugatan  Penggugat  

seharusnya  lah  dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. GUGATAN PENGGUGAT DALUARSA (LEWAT WAKTU)

SECARA HUKUM GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN 

PASAL  32  AYAT  (2 )  PP  NO.  24  TAHUN 1997  TENTANG 

PENDAFTARAN TANAH SERTA MLANGGAR YURISPRUDENSI MARI NO. 

210  K/SIP /1995  TANGGAL  10  JANUARI  1957,  NO.  329  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
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K/SIP /1957  TANGGAL  24  SEPTEMBER 1958,  NOMOR 361  

K/SIP /1958  TANGGAL 16  NOVEMBER 1958  DAN NOMOR 70 

K/SIP /1959  TANGGAL  7  MARET  1959)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Gugatan  Penggugat  te l ah  lewat  waktu  5  tahun  

melanggar  Pasa l  32  ayat  (2 )  PP No.  24  tahun  1997  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  secara  hukum Tergugat  I I  In te r vens i  menganggap  

bahwa  gugatan  Penggugat  ber ten tangan  dengan  Pasa l  32  

ayat  (2 )  PP RI  No.  24  Tahun  1997  yang  menyebutkan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

“da lam  hal  atas  suatu  bidang  tanah  sudah  di te rb i t k an  

ser t i pika t  secara  sah  atas  nama orang  atanu  badan hukum 

yang  mempero leh  tanah  te rsebu t  dengan  i t i k ad  baik  dan  

secara  nyata  menguasa inya ,  maka Pihak  la i n  yang  merasa  

mempunyai  hak  atas  tanah ,  t i dak  dapat  lag i  menuntu t  

Pelaksanaan   Hak  te r sebu t   apab i l a   da lam   waktu   5 

( l ima)  Tahun  se jak

di t e rb i t k annya . . .

-  13 -

di te rb i t k annya  ser t i pika t  i t u  t i dak  mengajukan  

kebera tan  secara  te r t u l i s  kepada  pemegang  ser t i f i k a t  

i t u ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa secara  fak ta  hukum SHM No.  405  d i t e r b i t k an  pada  

tangga l  24 Ju l i  1985  kemudian  o leh  pemi l i k  SHM No.  405  

te rdahu lu  ya i t u  Lasoba  menjua l  pada  Terguga t  I I  

In te r vens i  sebaga imana  Akta  Jua l  Bel i  No.  186/ I I / 1 25 / 85  

tangga l  26  Ju l i  1985  kemudian  d iba l i k  nama  dan  

te rda f t a r  d ikan to r  Per tanahan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  Pasa l  32 ayat  (2 )  PP No.  24  Tahun 

1997,  te lah  di te rapkan  bahwa  da lam  hal  atas  suatu  

bidang  tanah  sudah  d i t e rb i t k an  ser t i f i k a t  secara  sah  

atas  nama orang  atau  badan  hukum yang  mempero leh  tanah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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te rsebu t  dengan  i t i k ad  baik  dan  secara  nyata  

menguasa inya ,  maka pihak  la i n  yang merasa  mempunya i  hak  

atas  tanah  i t u  t i dak  dapat  lag i  menuntu t  pelaksanaan  

hak  te rsebu t ,  seh ingga  apab i l a  da lam  waktu  5  ( l ima )  

tahun  se jak  di te rb i t k annya  ser t i  p i  kat  i t u  t i dak   

mengajukan  kebera tan  secara  te r t u l i s  pada    P  emegang   

ser t i  p  i ka t  dan  Kepala  Kanto r  Per tanahan  yang   

bersangku tan  ataupun  t i dak  mengajukan  gugatan  ke  

Pengad i l an  mengena i  penguasaan  tanah  atau  penerb i t an  

ser t i f i k a t  te r sebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Secara  fak ta  hukum  Penggugat  menguasa i  tanah  

sebaga imana   ser t i p i k a t  hak  Mi l i k  Nomor  405  Tahun  1985  

se jak  Tergugat  I I  In te r vens i  membel i  dar i  Lasoba  

seh ingga  sekarang  in i  d ikuasa i  secara  te rus  menerus  ;  

- - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  adanya  fak ta  hukum  SHM No.  405  Tahun  1985 

di te rb i t k an  pada  tangga l  24  Ju l i  1985  kemudian  oleh  

pemi l i k  SHM No.  4 atas  nama Lasoba  seh ingga  sekarang  

in i  d ikuasa i  secara  te rus  menerus  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  adanya  fak ta  hukum  SHM No.  405  Tahun  1985 

di te rb i t k an  pada  tangga l  24  Ju l i  1985  kemudian  oleh  

pemi l i k  SHM No.  405 te rdahu lu  ya i t u  Lasoba  menjua l  pada 

Tergugat  I I  In te r vens i  sebaga imana  Akta  Jua l  Bel i  No.  

186/ I I / 1 25 /85  tangga l  26  Ju l i  1985  kemudian  diba l i k  

nama dan te rda f t a r  d ikan to r  per tanahan  dan Gugatan  baru  

dia jukan  pada  tangga l  26 Januar i  2011,  seh ingga  dengan  

demik ian  keten tuan  batas  waktu  yang  di te t apkan  dalam 

Pasal  32 ayat  2 PP RI  No.  24 tahun  1997 dan sebaga imana  

pula  te l ah  dikukuhkan  dan  dipe rkua t  oe lh  beberapa  

Putusan  MA ya i t u  Mahkamah  Agung  No.  210  K/SIP /1995  

tangga l  10 Januar i  1957,  No.  329 K/SIP  1957  tangga l  24  

September  1958,  No.  361  K/SIP /1958  tangga l  16 November  

1958,  dan No.  70 K/SIP /1959  tangga l  7 Maret  1959,  maka 

batas  waktu  5  ( l ima )  tahun  te lah  te r l ewa t i .  Hal  in i  

d ipe rkua t  kembal i

dengan. . .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
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dengan  Yur i sp rudens i  berupa  putusan  Pengad i l an  Tingg i  

Banja rmas in  da lam  perkara  No.  53/PDT/2008 /PT.BJM 

tangga l  9  Oktober  2008  (ha l . 9 )  yang  menyebutkan  denga  

tegas  “menimbang  bahwa menunjuk  pada keten tuan  Pasa l  32  

ayat  (2 )  PP No.  24 tahun  1997 ten tang  Pendaf ta ran  Tanah  

yang  juga  dapat  d ipe r t imbangkan  t i ngka t  per tama,  maka 

Penggugat  sudah  t i dak  dapat  lag i  menuntu t  pe laksanaan  

hak  atas  tanah  sengketa  te rsebu t ,  karena  te l ah  melewat i  

batas  waktu  yang  di ten tukan  ya i t u  5  tahun ,  se jak  

di te rb i t k annya  ser t i p i k a t  d imaksud”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  adanya  fak ta  hukum  ser t i p i k a t  In  Li t i s  te l ah  

di te rb i t k an  tahun  1985,  sedangkan  gugatan  yang  dia jukan  

Penggugat  pada  tahun  2011,  dengan  demik ian  keten tuan  

batas  waktu  (5  tahun)  yang  d i t e t apkan  dalam  Pasa l  32 

ayat  (2 )  PP  No.  24  Tahun  1997  te l ah  te r l ewa t i  

(Da luarsa ) ,  seh ingga  karenanya  Gugatan  Penggugat  

seharusnya lah  t i dak  dapat  d i te r ima  ; - - - - - - - -

b. Gugatan  Penggugat  Daluarsa  te l ah  lewat  90  har i  

(melanggar  Pasa l  55  UU No.  5 Tahun  1986  Jo  UU No.  9 

Tahun 2004)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa alasan  Penggugat  yang  menyatakan  baru  mengetahu i  

ka lau  dia tas  tanah  kepemi l i k annya  masuk keda lam SHM No.  

405  pada  tangga l  12  November  2010  sete lah  Penggugat  

mendapatkan  pangg i l an  dar i  p ihak  kepo l i s i a n ,  ada lah  

Tr i k  dar i  Penggugat  untuk  te r l epas  dar i  Pasal  55  

Undang- Undang No.  5 tahun  1986 sebaga imana  te l ah  diubah  

dan  di t ambah  dengan  UU  No.  9  tahun  2004  karena  

ser t i f i k a t  Penggugat  te l ah  te rb i t  se jak  tahun  1985  

seh ingga  dal i l  te rsebu t  t i dak  leb ih  dar i  suatu  pos i t um  

yang  t i dak  berdasarkan  hukum dan  sangat  mengada- ada,  

karena  secara  fak ta  hukum se jak  bulan  Agustus  h ingga  

bulan  September  2010  te rhadap  tanah  Tergugat  I I  

In te r vens i  te lah  akan  di j ua l  te tap i  te rha l ang  karena  

Penggugat  bersama anak  Penggugat  yang  beker j a  dikan to r  

per tanahan  Kota  Kendar i  ya i t u  yang  bernama Stan ley  yang  

menjaba t  Kas i  Pengukuran  Kanto r  Per tanahan  Kota  Kendar i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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menghambat  dengan  t i dak  mau melakukan  pengukuran  untuk  

kepent i ngan  bal i k  nama  te rhadap  pen jua lan  tanah  

Tergugat  I I  In te r vens i ,  dengan  mendal i l k an  bahwa Tanah  

Obyek  Sengketa  ada lah  mi l i k  Penggugat .  Secara  fak ta  

hukum  pernah  beberapa  orang  yang  te lah  ketempat  

Penggugat  untuk  menanyakan  alasan  Penggugat  mengk la im  

tanah  te rsebu t  dan  kemudian  pada  sebe lum  bu lan  

September  tahun  2010  Penggugat  te lah  pernah  dipangg i l  

ke  ke lu rahan  Baruga  untuk  menyelesa i kan  masalah  tanah  

sebaga imana  SHM  No.  405  tahun  1985  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Bahwa. . .

-  15 -

Bahwa secara  fak ta  hukum pu la  pada  tangga l  9 September  

2010  tanah  mi l i k  Tergugat  I I  In te r vens i  d i l akuka n 

pembayaran  uang  muka  atas  pen jua lan  tanah  mi l i k  

Tergugat  dan  kemudian  akan  dip roses  bal i k  nama oleh  

Notar i s  Asbar  Imran , SH,  kemudian  proses  jua l  be l i  

te rsebu t  te rhen t i  d iak iba t kan  o leh  Penggugat  mengkla im  

tanah  Obyek  Sengketa  dan  t i dak  dip roses  oleh  Stan ley  

yang  notabene  menjaba t  sebaga i  Kas i  Pengukuran  dikan to r  

Per tanahan  Kota  kendar i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa kemudian  atas  ke jad ian  te rsebu t  pada  har i  Jumat  

tangga l  8  oktober  2010  Tergugat  I I  In te r vens i  mela lu i  

beberapa  orang  yang  diu tus  Tergugat  I I  In te r vens i  ya i t u  

Hal i f ,  Harsud in ,  dan  Hermas  pernah  datang  kepada  

Penggugat  dan  anak- anak  Penggugat  mempertanyakan  dasar  

pengk la iman  tanah  Terguga t  I I  In te r vens i ,  yang  secara  

fak ta  hukum pula  oleh  Penggugat  te l ah  memegang fo tocopy  

Ser t i pika t  SHM  No.  405  dan  SHM  No.  406,  dan  

memper l i ha t kan  kepada  orang  yang  diu tus  Terguga t  I I  

In te r vens i  fo tocopy  te rsebu t  dan  menyatakan  “baga imana  

bisa  ada  ser t i f i k a t  in i  ?”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Bahwa  alasan  Penggugat  yang  menyatakan  bahwa  baru  

mengetahu i  secara  past i  adanya  Ser t i pika t  atas  Obyek  

Sengketa  pada  tangga l  12  November  2010  sete lah  

Penggugat  mendapatkan  pangg i l an  dar i  p ihak  kepo l i s i a n  

hanya lah  t r i k  yang  merupakan  rekayasa  Penggugat  

be laka  ;  - - - -

Bahwa  sangat l ah  je l as  secara  hukum  bahwa  gugatan  

Penggugat  te l ah  melampaui  waktu  90  Har i  sebaga imana  

disya ra t kan  dalam Pasaa l  55  UU No.  5 Tahun  1986  Jo  UU 

No.  9  Tahun  2004,  dengan  demik ian  gugatan  Penggugat  

harus lah  dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. GUGATAN  KABUR/TIDAK  JELAS  (  Obscuur  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M.  Yahya  Harahap  dalam  bukunya  Hukum Acara  Perdata  

ten tang  Gugatan  Pers idangan  ,Peny i t aan ,Pembukt i an  dan  

Putusan  Pengadi l an  menyatakan  “ te rdapa t  beberapa  aspek  

yang  menimbulkan  kaburnya  gugatan  mengena i  tanah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

-  Batas - batas  t i dak  je l as  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

-  Letaknya  t i dak  past i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Bahwa  secara  fak ta  hukum  tanah  mi l i k  Tergugat  I I  

In te r vens i  sebag iamana  SHM No.  405  t i dak l ah  pernah  

mempunyai  batas  dengan  Penggugat  sebaga imana  yang  

dida l i l k an  Penggugat  pada  po in t  No.  2  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sebelah  Utara  berba tas  dengan  Rustam 

Efendy  dan Lah iya  ;  - - - - - - - - - - - -

Adanya. . .

-  16 -

Adanya  fak ta  hukum batas - batas  tanah  yang  disebu tkan  

oleh  Penggugat  Sebelah  Utara  berba tas  dengan  Rustam 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Efendy  dan  Lah iya ,  sedangkan  secara  fak ta  hukum tanah  

Tergugat  I I  In te r vens i  t i dak  pernah  berba tas  dengan  

tanah  yang  dimaksud  Penggugat ,  secara  hukum dan  secara  

fak ta  hukum Gugatan  Penggugat  t i dak l ah  mempunyai  batas -

batas  yang  je l as ,  o leh  karenanya  gugatan  Penggugat  

kabur .  Secara  hukum  Gugatan  Penggugat  harus lah  

dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sebag iamana  konsekuens i  dar i  ket i dak  cermatan  

Penggugat  te rsebu t  yang  mana gugatan  Penggugat  ada lah  

Kompetens i  Absolu te  dar i  Pengadi l an  Neger i  Kendar i ,  

Penggugat  t i dak  mempunyai  kepent i ngan  hukum,  dan  

Gugatan  Penggugat  te l ah  lewat  waktu  ser ta  gugatan  

obscuur  l i be l  seh ingga  secara  hukum harus lah  dinya takan  

gugatan  yang  dia j ukan  Penggugat  harus  di to l ak  atau  

set i dak - t i daknya  dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  ( Nie t  

Otvanke l i j k  Verk laa rd )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I . DALAM  POKOK  PERKARA  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

1. Bahwa  se lu ruh  dal i l - da l i l  yang  dikemukakan  dalam 

Ekseps i ,  mohon  dianggap  dan  dipe r l akukan  secara  

te rmuat  sebaga i  da l i l - da l i l  da lam  pokok  perkara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  Tergugat  menolak  se lu ruh  dal i l - da l i l  gugatan  

Penggugat  kecua l i  yang  secara  tegas- tegas  Tergugat  

aku i  kebenarannya  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa te rhadap  dal i l  Penggugat  pada  poin t  1,  2,  dan  3  

ada lah  sesuatu  yang  mengada- ada  dan  t i dak  benar ,  

karena  secara  fak ta  hukum Penggugat  t i dak l ah  mempunyai  

tanah  sebaga imana  yang  dida l i l k a n  dalam  gugatan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  22  UU RI  No.  5  Tahun  1960  ten tang  Pra tu ran  Dasar  

Pokok- Pokok  Agrar i a  (UUPA)  di j e l a s kan  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“  te r j ad i n ya  hak  mi l i k  3  ( t i g a )  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Karena  Undang- Undang  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Karena  Hukum  Adat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Karena  Penetapan  Pemer in tah  ; ”

Dalam Pasa l  1  Pera tu ran  Pemer in tah  RI  No.  10  tahun  1961  

Tentang  Pendaf ta ran  Tanah  menyebutkan  “penda f t a r an  tanah  

dise lenggarakan  oleh  Jawatan  pendaf t a r an  tanah  menuru t  

keten tuan - keten tuan  dalam  pera tu ran  pemer in tah  in i  dan  

mula i  tangga l  yang  di te t apkan  oleh  Menter i  Agrar i a  untuk  

masing- masing  Daerah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Makna hukum Pasal  1 Pera tu ran  Pemer in tah  RI  No.  10  tahum 

1961  dia tas  yang  kemudian  d i t egaskan  dalam pasa l  5 dan  6  

Pera tu ran  Pemer in tah  RI  No.

24 Tahun. . .

-  17 -

24  Tahun  1997  secara  hukum  menegaskan  “bahwa  jawatan  

Pendaf ta ran  tanah  yang  dimaksud  ada lah  Kantor  Agrar i a  

atau  sekarang  leb ih  dikena l  dengan  Kantor  Per tanahan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

PMDN RI  No.  6  Tahun  1972  ten tang  Pel impahan  Wewenang 

Pember ian  Hak  Atas  Tanah,  da lam  Pasa l  2  huru f  a  dan  b  

menyebutkan  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“  Gubernur  Kepala  Daerah  member i  keputusan  mengena i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A. PERMOHONAN PEMBERIAN HAK MILIK  ATAS TANAH NEGARA

dan  mener ima  pelepasan  hak  mi l i k  yang  luasnya  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Untuk  tanah  per tan ian  t i dak  leb ih  dar i  20.000  M2 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Untuk  tanah  bangunan  /pe rumahan  t i dak  leb ih  dar i  

20.000  M2 ;  - - - - - - - -

Pasal  1  angka  7  PP  RI  No.  24  Tahun  1997  ten tang  

Pendaf ta ran  Tanah  menyebutkan  :  “yang  dimaksud  dengan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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data  yur i d i s  ada lah  kete rangan  mengena i  s ta tus  hukum 

tanah  bidang  tanah  dan  satuan  rumah susun  yang  dida f t a r ,  

pemegang  haknya  dan  pihak  la i n  la i n  ser ta  beban- beban  

la i n  yang  membebaninya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bacht i a r  Ef fend ie ,  SH dalam bukunya  Pendaf ta ran  Tanah  di  

Indones ia  dan  Pera tu ran  Pelaksanaannya  halaman  24  

mengatakan  :  “da lam pada  i t u  menuru t  Pera tu ran  Pemer in tah  

No.  10  Tahun  1961  ten tang  Pendaf ta ran  Tanah,  kete rangan-

kete rangan  mengenai  data - data  per tanahan ,  kete rangan-

kete rangan  mengena i  data - data  per tanahan  yang  d ih impun  di  

kanto r  Agrar i a  Kotamadya/Kabupaten ,  d isusun  dengan  te l i t i  

dan  rap i  dalam  2  (dua)  ke lompok  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Kelompok  yur i d i s  :  da lam  ke lompok  in i  

d ih impun  kete rangan  mengena i  apakah  

nama hak  atas  tanah  te rsebu t  ;  s iapakah  

subyek  yang  memegang  hak  atas  tanah  

te rsebu t  ;  pera l i han  dan  pembebanannya  

j i k a  ada  te rhadap  hak  atas  tanah  

te rsebu t  ;  ke lompok  yur i d i s  in i  

d ih impun  da lam Buku  Tanah;  

- Kelompok  Tekhn is  :  da lam  ke lompok  in i  

d ih impun  kete rangan  mengena i  d i  manakah  

le tak  tanahnya  ;  berapakah  pan jang  dan  

lebar  ( l uas )  tanahnya  ;  penunjukan  

batas - batas  tanahnya  secara  je l as ;  ke lompok  

tekhn i s  in i  akan  menghas i l kan  suatu  peta  

pendaf ta ran  tanah  yang  d ih impun  dalam sura t  

ukur  ;  - - - -

Berka i t an  dengan  Alas  Hak  te r j ad i nya  hak  mi l i k  karena  

Penetapan  Pemer in tah ,  Pro f .  DR.  A.P.  Par l i ndungan ,  SH 

dalam  bukunya  Komentar  atas  Undang- Undang  Pokok  Agrar i a  

menerangkan  :  “sebaga i  Alas  Hak  untuk  mempero leh  hak  

mi l i k ,  dapat  k i t a  katakan  berasa l  dar i  :  suatu  keputusan  

dar i  pemer in tah  untuk  pember ian  hak  yang  luas  dan  

keten tuannya  te rdapa t  da lam  PMDN No.  6  tahun  1972  yang  

mengatur  wewenang  untuk  pember ian  hak  mi l i k  atau  hak  

tanah”  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Berka i t an . . .

-  18 -

Berka i t an  dengan  ke- 3 cara  te r j ad i nya  hak  mi l i k  te rsebu t  

d ia tas ,  maka Alas  Hak dar i  cara - cara  te r j ad i n ya  hak  mi l i k  

te rsebu t  sebaga imana  pendapat  Soejono  SH,  MH dan  H.  

Abdur rahman  SH,  MH da lam  bukunya  Prosedur  Pendaf ta ran  

Tanah  ( ten tang  Hak  Mi l i k ,  Hak  Sewa Guna,  dan  Hak  Guna 

Bangunan)  menyebutkan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- “  menuru t  Pasa l  22  ayat  (1 )  UUPA 

te r j ad i n ya  hak  mi l i k  menuru t  hukum 

adat  d ia tu r  dengan  pera tu ran  

pemer in tah  sebaga i  missa l  te r j ad i n ya  

hak  mi l i k  atas  tanah  menuru t  hukum 

adat  bersumber  pada  pembukaan  hutan  

yang  merupakan  bag ian  tanh  ulaya t  

suatu  masyaraka t  hukum  adat ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- “  Secara  Umum mengenai  Pember ian  Hak 

Mi l i k  atas  tanah  karena  Penetapan  

Pemer in tah  te lah  d ia tu r  da lam 

Pera tu ran  Menter i  Dalam neger i  No.  6 

tahun  1972  ten tang  pel impahan  

wewenang  pember ian  hak  atas  tanah  

dan  Permendagr i  No.  5  Tahun  1973  

ten tang  keten tuan - keten tuan  mengenai  

ta ta  cara  pember ian  hak  atas  tanah ,  

yang  mana  menyatakan  “gubernur  yang  

member i  keputusan  mengenai  pember ian  

hak  mi l i k ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- “  Hak  mi l i k  juga  dapat  te r j ad i  

karena  penetapan  Undang- Undang.  

Disclaimer
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Berdasarkan  keten tuan  UU  yang  alas  

haknya  sebaga imana  te rmuat  da lam 

dic tum  kedua  keten tuan - keten tuan  

konvers i .  Berdasarkan  keten tuan  

konvers i  in i  ada  beberapa  hak  yang  

sete lah  ber lakunya  UUPA dikonvers i  

menjad i  hak  mi l i k ,  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Hak  Eigendom  atas  tanah  yang  ada,  sete lah  

ber l akunya  UU  PA  se jak  24  September  1960  

dikonvers i  menjad i  hak  mi l i k  ;  - - - - - - - - -

b. Hak  Agrar i i s c h  Eigendom,  mi l i k ,  yayasan,  

andarben i ,  hak  atas  duwe  desa,  pes in i ,  grand  

su l t an ,  lander i j e n ,  bez i t r e ch t ,  a l t i j d du r ende  

erpac th ,  hak  usaha  atas  bekas  tanah  

par t i k e l i r ,  se jak  ber lakunya  UU PA dikonvers i  

menjad i  hak  mi l i k  sepan jang  pemegang  haknya  

memenuhi  persya ra tan  yang  di ten tukan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Hak  Gogolan ,  peku len ,  atau  sanggan  yang  

bers i f a t  te tap  mula i  ber lakunya  UU  PA 

dikonvers i  menjad i  hak  mi l i k  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  secara  hukum  untuk  te r j ad i n ya  Hak  Mi l i k  atas  

suatu  Tanah  Negara ,  adalah  karena  lah i r nya  suatu  

“Penetapan  Pemer in tah ”  sebaga imana  Pasal  22  UUPA.  

Penetapan  Pemer in tah  te rsebu t  lah i r  karena  adanya  

permohonan  dar i  seorang  warga  Negara  Indones ia  (WNI) .  

Secara  fak ta  hukum ten tu l ah  dengan  adanya  Penetapan  

Pemer in tah  (Keputusan  Pember ian  Hak )   da lam  ha l   in i  

Keputusan   Gubernur   Kepala   Daerah

Setempat . . .

-  19 -

setempat  sebaga imana  PMDN RI  No.  6 Tahun 1972,  kemudian  

berdasarkan  Keputusan  Pember ian  Hak  te rsebu t l ah  yang  

menjad i  dasar  Alas  Hak  Pendaf ta ran  Hak yang  di l akukan  

oleh  Kantor  Per tanahan  setempat  (Pasa l  1  PP RI  No.  10  

Disclaimer
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Tahun  1961)  untuk  menerb i t kan  ser t i p i k a t  hak  

kepemi l i k an  atas  tanah  sebaga imana  Pasal  19  ayat  2 

Huru f  c  dan  Pasa l  1  Angka  20  PP Ri  no.  24  Tahun  1997  

dalam  rangka  untuk  menjamin  kepas t i an  hukum Hak  atas  

Tanah seseorang  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bagimana  mungkin  Penggugat  memi l i k i  tanah  dar i  Andi  

Baso  Tekaka  yang  merupakan  Kepala  Dis t r i k  Kendar i  pada  

tahun  1974,  sedangkan  secara  fak ta  hukum  Penggugat  

ada lah  seorang  pendatang  dar i  daerah  la i n  dan  bukan lah  

penduduk  as l i  sek i t a r  tanah  te rsebu t ,  seh ingga  dal i l  

Penggugat  merupakan  rekayasa  hukum  Penggugat  untuk  

mencoba menguasa i  secara  melawan hukum atas  tanah  mi l i k  

Tergugat  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa secara  fak ta  hukum pada tahun  1959 berdasarkan  UU 

No.  28  tahun  1959  te rben tuk  Daerah  Tingka t  I I  Kendar i  

yang  menggant i kan  wi layah  Swapara ja  La iwo i .  Dengan  4 

Kecamatan  ya i t u  Kec,  Mandonga,  Poas ia ,  Abel i ,  Kendar i ,  

seh ingga  ada lah  suatu  rekayasa  belaka  dar i  Penggugat  

yang  menyatakan  pada  tahun  1974  dibe r i  o leh  Andi  Baso  

Tekaka  yang  merupakan  Kepala  Dis t r i k  Kendar i ,  karena  

secara  fak ta  hukum  se jak  tahun  1959  dibawah  Kab.  

Kendar i  d ibawah  Pimpinan  Drs .  Abdul l ah  Si londae  te l ah  

te rben tuk  Kecamatan  dan  karenanya  tahun  1974  t i dak  

pernah  ada  wi layah  yang  namanya  Dis t r i k  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa secara  fak ta  hukum pu la  dahu lu  Dis t r i k  Kendar i  

yang  merupakan  pecahan  Dis t r i k  Sampara  yang  te rben tuk  

pada  tahun  1921  dikepa la i  o leh  Sapat i  (Mal i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sehubungan  dengan  batas - batas  tanah  yang  

dida l i l k an  Penggugat  adalah  sesuatu  yang  t i dak  benar  

dan  mengada- ada,  karena  batas - batas  yang  dida l i l k a n  

oleh  Penggugat  ada lah  suatu  rekayasa  belaka  karena  

batas - batas  tanah  te rsebu t  t i dak l ah  pernah  ada  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adapun  tanah  yang  dida l i l k a nnya ,  sebag i  tanah  Negara  

yang  dio lah  dan  dikuasa inya  se jak  tahun  1974  sampai  

sekarang  ada lah  suatu  rekayasa  belaka ,  karena  

senyatanya  t i dak l ah  pernah  ada  leg i t imas i  hukum yang  

sesua i  prosedur  hukum  yang  ber l aku  yang  menyatakan  

Disclaimer
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Penggugat  sebag i  pemi l i k  tanah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sebaga imana. . .

-  20 -

Sebaga imana  PMDN No.  6 Tahun  1972  untuk  mempero leh  hak  

mi l i k  atas  Tanah  Negara  harus lah  mendapatkan  

perse tu j uan  Gubernur  sebaga i  Pener ima  Hak  Atas  Tanah  

Negara  yang  kemudian  di tuangkan  dalam  bentuk  Sura t  

Keputusan .  Kemudian  berdasarkan  SK Gubernur  te rsebu t  

kemudian  dida f t a r kan  ke  Kanto r  Per tanahan  untuk  

mendapatkan  ser t i pika t  sebaga i  tanda  bukt i  pemegang hak  

atas  tanah  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Secara  fak ta  hukum  Penggugat  t i dak l ah  pernah  

mendapatkan  leg i t imas i  hukum  sesua i  prosedur  dan  

keten tuan  hukum yang  ber laku  sebaga imana  PMDN No. . . .  

Tahun  1972  atas  Tanah  Negara ,  akan  te tap i  secara  fak ta  

hukum dan secara  hukum yang  mempero leh  leg i t imas i  hukum 

atas  kepemi l i k an  tanah  adalah  Lasoba  sebaga imana  

Ser t i pika t  No.  405 ;  - - - - - - - -

Secara  fak ta  hukum  kemudian  Tergugat  I I  In te r vens i  

membel i  tanah  sebaga imana  SHM No.  405  secara  te rang ,  

kongkr i t  dan  tuna i  dar i  p ihak  yang  memi l i k i  tanah  

secara  hukum  ya i t u  Lasoba  sete lah  pembel i an  tanah  

te rsebu t  d ise r t a i  pene l i t i a n  le t ak  Obyek  Tanah  yang  

mana pada  saat  i t u  dikuasa i  o leh  Lasoba  dan  ser t i p i k a t  

yang  secara  fak ta  hukum memang di te r b i t k an  oleh  Kantor  

Per tanahan  Kendar i .  Secara  fak ta  hukum se jak  Tergugat  

I I  In te r vens i  membel i  tanah  te rsebu t  h ingga  saat  in i  

te tap  menguasa inya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Harus lah  dipahami  Terguga t  I I  In te r vens i  membel i  tanah  

Lasoba  t i dak  hanya  tanah  SHM No.  405 te tap i  juga  tanah  

SHM 406  yangnota  bene  tanah  SHM No.  405 dan 406  ada lah  

satu  kesatuan  yang  kemudian  dip i sahkan  menjad i  2 

Disclaimer
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Ser t i pika t  ya i t u  405  dan  406  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Secara  fak ta  hukum jua l  be l i  tanah  di l akukan  secara  

te rang ,  tuna i  dan  kongkr i t  d ihadapan  pejaba t  yang  

berwenang  ya i t u  PPAT sebaga imana  Akta  Jua l  Bel i  No.  

186/ I I / 1 25 /7 / 1985  dan  No.  187/ I I / 7 / 1 985  kemudian  Jua l  

Bel i  te rsebu t  d ida f t a r kan  ke  Kantor  Per tanahan  Kendar i  

dan  kemudian  oleh  Kanto r  Per tanahan  d iba l i k  nama 

menjad i  nama Tergugat  I I  In te r vens i ;  

Adanya  fak ta - fak ta  hukum demik ian  yang  mana pero lehan  

Tergugat  I I  in te r vens i  sesua i  dengan  keten tuan  hukum 

yang  ber l aku ,  maka secara  hukum Tergugat  I I  In te r vens i  

ada lah  pembel i  yang  ber i t i k ad  baik  dan  seharusnya  

mendapatkan  per l i n dungan  hukm,  sebaga imana  

yur i sp rudens i  Mahkamah  Agung  RI  tangga l  10  Januar i  

1957,  Nomor  210  K/S ip /1995 /  j i s  tangga l  26  Desember  

1958,  Nomor  251 K/S ip /1958 ,  23 September  1975,  Nomor  52  

K/S ip /1975  tangga l  15 Apr i l  1976,  Nomor  1237 K/S ip /1973  

dan  tangga l  28  Apr i l  1976  Nomor  821  K/S ip /1974  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oleh. . .

-  21 -

Oleh  karenanya  sebaga imana  keten tuan  hukum,  pendapat  

hukum ser ta  fak ta  hukum dia tas  ada lah  gambaran  je l as  

secara  hukum tanah  sebaga imana SHM No.  405 ada lah  mi l i k  

Tergugat  I I  In te r vens i  yang  dipe ro l eh  secara  sah  

seh ingga  dal i l  Penggugat  ada lah  rangka ian  kebohongan  

untuk  menguasa i  tanah  Mi l i k  Tergugat  I I  In te r vens i  ;  

- - - - - - - - - - -

4. Bahwa  te rhadap  dal i l  po in t  No.  4  da lam  pokok  

perkara ,  Tergugat  I I  In te r vens i  menolak  dengan  

tegas ,  karena  secara  fak ta  hukum pemi l i k an  tanah  

Tergugat  I I  In te r vens i  ada lah  berdasarkan  pera l i han  

hak  yang  sah  menuru t  

hukum  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
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Bahwa secara  fak ta  hukum adalah  t i dak  benar  apa  yang  

dida l i l k an  oleh  Penggugat  karena  secara  fak ta  hukum apa  

yang  dida l i l k an  oleh  Penggugat  t i dak l ah  mempunyai  

ka i t an  hukum dengan  tanah  yang  Terguga t  I I  In te r vens i  

be l i  pada  tangga l  26  Ju l i  1985  sebaga imana  Akta  Jua l  

Bel i  No.  186/ I I / 1 25 / 7 / 85  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Bahwa secara  fak ta  hukum Sura t  Keterangan  te r t angga l  14  

Ju l i  1985  yang  dida l i l k a n  oleh  Penggugat  adalah  tanah  

Lasoba  yang  te lah  te r l eb i h  dahu lu  te r j ua l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bagaimana mungkin  Penggugat  mengk la im  tanah  sebaga imana  

SHM No.  405  adalah  tanah  mi l i knya  yang  te lah  di j ua l  

Alm.  Lasoba  kepada  Tergugat  I I  In te r vens i  sedangkan  

secara  fak ta  hukum dalam Sura t  Keterangan  yang  dimaksud  

mendal i l k an  suatu  tanah  yang  te r j ua l  sebe lumnya  

kemudian  dibua t l ah  Sura t  Keterangan  pada  tangga l  14  

Ju l i  1985  dian ta ra  kedua  be lah  pihak .  Dis i s i  la i n  

secara  fak ta  hukum  Tergugat  I I  In te r vens i  baru  

melakukan  Jua l  Bel i  atas  tanah  SHM No.  405 ada lah  pada  

tangga l  26  Ju l i  1985.  Oleh  karenanya  Tergugat  I I  

In te r vens i  menganggap  secara  hukum  Sura t  Keterangan  

te rsebu t  TIDAKLAH MEMPUNYAI KORELASI  HUKUM dengan  tanah  

SHM No.  405  yang  Tergugat  I I  In te r vens i  be l i  dar i  Alm.  

Lasoba  pada  tangga l  26  Ju l i  1985d ihadapan  Notar i s /PPAT  

Rahmat ia  Hambu,  SH sebaga imana  Akta  Jua l  Bel i  No.  

186/ I I / 1 25 /7 / 1985  ;  - - - - - - - - - - - -

Bahwa  oleh  karena  adanya  fak ta  hukum  tanah  mi l i k  

Tergugat  I I  In te r vens i  d ipe ro leh  dengan  cara - cara  yang  

sesua i  dengan  keten tuan  hukum  yang  ber laku  dan  

penser t i pika tan  di l akukan  oleh  lembaga  yang  berwenang  

maka  dal i l - da l i l  Penggugat  adalah  suatu  kebohongan  

belaka  dalam rangka  untuk  menguasa i  dan  memi l i k i  tanah  

Tergugat  I I  In te r vens i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa te rhadap  dal i l  po in t  No.  5 da lam pokok  perkara ,  

Tergugat  I I  In te r vens i  menolak  dengan  

tegas   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Pasal  1 . . .

Disclaimer
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Pasal  1  angka  29  PP  No.  24  tahun  1997  ten tang  

pendaf t a ran  tanah  menyebutkan”  Ser t i p i k a t  adalah  sura t  

tanda  bukt i  hak  sebaga imana  dimaksud  da lam  Pasal  19  

ayat  (2 )  huru f  c  UUPA untuk  hak  atas  tanah ,  hak  

penge lo l aan ,  tanah  wakaf ,  hak  mi l i k  atas  satuan  rumah 

susun,  hak  tanggungan  yang  masing- masing  sudah  

dibukukan  dalam  buku  tanah  yang  bersangku tan ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  UU No.  12  Tahun  1985  ten tang  Pajak  Bumi  dan  

Bangunan  yang  mengatu r  ten tang  PBB t i dak l ah  member ikan  

dal i l  hukum  bahwa  pembayaran  atau  pelunasan  pajak  

merupakan  bukt i  pemi l i k an  tanah  ; - - - -

Yur i sp rudens i  MARI  tangga l  10  Februar i  1960  No.  

34/K /S ip /1960  “bahwa  sura t  petuk  pajak  bumi  bukan  

merupakan  suatu  bukt i  mut lak ,  bahwa  sawah  sengketa  

ada lah  mi l i k  orang  yang  namanya  te rcan tum  dalam petuk  

pajak  bumi  te rsebu t ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Secara  fak ta  hukum Penggugat  yang  mendal i l k an  membayar  

iu ran  pa jak  ada lah  suatu  rekayasa  belaka  dar i  

Penggugat  yang  ing in  menguasa i  tanah  Tergugat  I I  

In te r vens i .  Kepemi l i k an  tanah  Tergugat  I I  In te r vens i  

te resbu t  d ise r t a i  dengan  te lah  dipenuh inya  kewaj i ban  

Tergugat  I I  In te r vens i  dengan  membayar  pa jak  atas  

tanah  te rsebu t  pada pemer in tah ;

Secara  hukum iu ran  pajak  bukan lah  bukt i  kepemi l i k an  

atas  tanah  hak  mi l i k  sebaga imana  dia tu r  da lam UU No.  5  

Tahun  1960  ten tang  UUPA,  UU No.  12  Tahun  1997,  ser ta  

Yur i sp rudens i  MARI  dia tas ,  seh ingga  secara  hukum 

ada lah  suatu  yang  ke l i r u  dengan  mendasarkan  pada Iu ran  

Pajak  Bumi  dan  Bangunan  seh ingga  Penggugat  mengkla im  

tanah  Tergugat  I I  In te r vens i  sebaga i  mi l i knya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

6. Bahwa te rhadap  dal i l  po in t  No.  6 da lam pokok  perkara ,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
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Tergugat  I I  In te r vens i  menolak  dengan  tegas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berka i t an  dengan  dal i l  d ike lo l a / d i ga r ap  secara  

hukum te lah  dia tu r  da lam pera tu ran  Menter i  Agrar i a  No.  

9  tahun  1965  ten tang  pe laksanaan  konvens i  Hak 

Penguasaan  Hak  Atas  Tanah  Negara  dan  Keten tuan-

keten tuan  ten tang  keb i j a ksanaan  se lan ju t nya  yang  

menyatakan  bahwa  “ j i k a  tanah  Negara  yang  dimaksud  

dalam  Pasa l  1,  se la i n  d ipe rgunakan  untuk  kepent i ngan  

ins tans i - ins tans i  i t u  send i r i ,  d imaksudkan  untuk  dapat  

d ibe r i k an  dengan  suatu  hak  kepada  pihak  ket i ga ,  maka 

hak  penguasaan  te rsebu t  d i  atas  dikonvens i  menjad i  hak  

penge lo l aan  yang  dimaksud  dalam  Pasa l  5  dan  6  yang  

ber l angsung  se lama  tanah  te rsebu t  d ipe rgunakan  untuk  

keper l uan  i t u  o leh  ins tans i  yang  bersangku tan ”  ;  

- - - - - -

Pera tu ran . . .

-  23 -

Pera tu ran  menter i  Agrar i a  No.  9  tahun  1965  sebaga i  

penge jawantahan  UU No.  5  tahun  1960  secara  tegas  

mengemukakan  untuk  Hak Penge lo l aan  (sebaga imana  da l i l  

Penggugat ”d i ke l o l a ” )  t i dak l ah  dapat  d icomot  tanpa  

leg i t imas i  hukum  dar i  lembaga  pemer in tah  yang  

berwenang  untuk  kemudian  menyatakan  sebaga i  dasar  

hukum  dar i  suatu  hak  atas  tanah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  secara  fak ta  hukum apa  yang  diungkapkan  oleh  

Penggugat  adalah  sesuatu  yang  mengada- ada,  karena  

secara  fak ta  hukum Penggugat  t i dak l ah  pernah  menguasa i  

tanah  Obyek  Sengketa  seh ingga  baga imana  mungkin  

Penggugat  mendal i l k an  mengolah  tanah  se jak  tahun  1974  

sedangkan  secara  fak ta  hukum tanah  Obyek  Sengketa  yang  

awalnya  dimi l i k i  dan  d ikuasa i  o leh  Alm.  Lasoba  

kemudian  pada  tahun  1985  menjua l  pada  Tergugat  I I  

In te r vens i  sebaga imana  Akta  Jua l  Bel i  No.  

186/ I I / 1 25 /7 / 1985  pada  Notar i s /PPAT  Rahmat iah  Hambu,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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SH dan  se jak  membel i  h ingga  saat  in i  Tergugat  I I  

In te r vens i l a h  yang menguasa inya  ;  - - -

7. Bahwa te rhadap  dal i l  poin t  No.  7,  8 dan  9 da lam pokok  

perkara ,  Tergugat  I I  In te r vens i  menolak  dengan  tegas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa alasan  Penggugat  yang  menyatakan  baru  mengetahu i  

ka lau  dia tas  tanah  kepemi l i k annya  masuk  keda lam  SHM 

No.  405  pada  tangga l  12  November  2010  sete lah  

aPenggugat  mendapatkan  pangg i l an  dar i  p ihak  kepo l i s i a n  

ada lah  Tr i k  dan rekayasa  dar i  Penggugat  untuk  te r l epas  

dar i  Pasal  55  Undang- Undang  No.  5  tahun  1986  

sebaga imana  te lah  diubah  dan  d i t ambah  dengan  UU No.  9 

tahun  2004  karena  ser t i pika t  Penggugat  te l ah  te rb i t  

se jak  tahun  1985  seh ingga  da l i l  te rsebu t  t i dak  leb ih  

dar i  suatu  pos i t um  yang  t i dak  berdasarkan  hukum dan  

sangat  mengada- ada,  karena  secara  fak ta  hukum se jak  

bulan  Agustus  h ingga  bulan  September  2010  te rhadap  

tanah  Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  akan  di j ua l ,  akan  

te tap i  te rha l ang  karena  Penggugat  dan  anak  Penggugat  

yang  beker j a  d i  Kanto r  Per tanahan  Kota  Kendar i  ya i t u  

yang  bernama  Stan ley  Kasi  Pengukuran  secara  pr ibad i  

t i dak  mau melakukan  pengukuran  untuk  kepent i ngan  ba l i k  

nama te rhadap  pen jua lan  tanah  Terguga t  I I  In te r vens i ,  

dengan  mendal i l k an  bahwa  Tanah  Obyek  Sengketa  adalah  

mi l i k  orang  tuanya  seh ingga  pada  tangga l  1  November  

2010  Tergugat  I I  In te r vens i  melaporkan  Penggugat  pada  

Polda  Sul t r a  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa secara  fak ta  hukum pu la  pada tangga l  9 September  

2010  tanah  mi l i k  Tergugat  I I  In te r vens i  d i l akukan  

pembayaran  uang  muka  atas  pen jua lan  tanah  mi l i k  

Tergugat  I I  In te r vens i  dan kemudian  akan  d ip roses

bal i k . . .

-  24 -

ba l i k  nama  oleh  Notar i s  Asbar  Imran ,  SH,  kemudian  

proses  jua l  be l i  te r sebu t  te rhen t i  d iak iba t kan  oleh  

Penggugat  mengkla im  tanah  Obyek  Sengketa  dan  t i dak  

dip roses  o leh  Stan ley  yang  notabene  menjaba t  sebaga i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Kasi  Pengukuran  di  Kanto r  Per tanahan  Kota  Kendar i  ;  

- - - - - - - - - - - - - -

Bahwa kemudian  atas  ke jad ian  te rsebu t  pada  har i  Jumat  

tangga l  8  Oktober  2010  Tergugat  I I  In te r vens i  mela lu i  

utusan  Tergugat  I I  In te r vens i  yang  bernama  Al i f ,  

Harsud in  dan Hermas pernah  datang  kepada  Penggugat  dan  

anak- anak  Penggugat  mempertanyakan  dasar  Pengk la iman  

tanah  mi l i k  Tergugat  I I  In te r vens i ,  yang  secara  fak ta  

hukum  pula  oleh  Penggugat  te lah  memegang  fo tocopy  

Ser t i pika t  SHM  No.  405  dan  SHM  No.  406,  dan 

memper l i ha t kan  kepada  utusan  Tergugat  I I  In te r vens i  

fo tocopy  te rsebu t  dan  menyatakan  “baga imana  bisa  ada  

ser t i pika t  in i ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  alasan  Penggugat  yang  menyatakan  bahwa  baru  

mengetahu i  secara  past i  adanya  Ser t i pika t  atas  Obyek  

Sengketa  pada  tangga l  12  November  2010  sete lah  

Penggugat  mendapatkan  pangg i l an  dar i  p ihak  kepo l i s i a n  

hanya lah  t r i k  yang  merupakan  rekayasa  Penggugat  be laka  

;  - - -

8. Bahwa te rhadap  dal i l  poin t  No.  10  dan  11  da lam pokok  

perkara ,  Tergugat  I I  In te r vens i  menolak  dengan  tegas ,  

secara  hukum proses  penerb i t an  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  

No.  405  te l ah  memenuhi  persyara tan  admin i s t r a s i  

sebaga imana  dia tu r  da lam PP No.  10  Tahun  1961  ten tang  

Pendaf ta ran  Tanah  dan  PMDN No.  6  Tahun  1972  ten tang  

Pel impahan  Wewenang  Pember ian  Hak  Atas  anah  dan  PMDN 

No.  5  Tahun  1973  ten tang  keten tuan - keten tuan  Mengenai  

Tata  Cara  Pember ian  Hak Atas  Tanah  ;  

Bahwa  adapun  r iwaya t  penerb i t an  Ser t i f i k a t  Obyek  

Sengketa  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Bahwa  semula  adalah  bekas  Tanah  Negara  yang  

dikuasa i  o leh  Lasoba  yang  kemudian  di  te rb i t k an  

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  406/Desa  Lepo- Lepo  An.  

Lasoba,  Gambar  Ukur  No.  1734/1985  tangga l  24  Ju l i  

1985  se luas  20.000  M2 di te r b i t k an  tangga l  24  Ju l i  

1985  berdasarkan  Sura t  Keputusan  Gubernur  KDH Tk.  I  

Sul t r a  tangga l  28  Ju l i  1984  No.  36/HM/p3HT/ I / 83 -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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84/1984  dan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Kemudian  dia l i h kan  kepada  Ny.  Muht ia  berdasarkan  

Akta  Jua l  Bel i  tangga l  26  Ju l i  1985  No.  

186/ I I / 1 25 /7 / 1985  d ibua t  o leh  dan  d ihadapan  Notar i s  

Rachmat iah  Hambu,  SH.  PPAT  Wilayah  Kota  

Admin is t r a t i f  Kendar i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa. . .

-  25 -

Bahwa  secara  fak ta  hukum  Tergugat  I I  In te r vens i  

memi l i k i  tanah  SHM No.  405  adalah  dengan  cara  membel i  

secara  tuna i ,  kongkr i t  dan  te rang  dar i  pemi l i k  awal  

tanah  bernama  Lasoba  sebaga imana  Akta  Jua l  No.  

186/ I I / 1 25 /7 / 1985  pada  Notar i s /PPAT  Rachmat iah  Hambu,  

SH,  kemudian  jua l  be l i  te rsebu t  d ida f t a r kan  pada  

Kanto r  Per tanahan  Kendar i  untuk  proses  bal i k  nama ke  

Tergugat  I I  In te r vens i  atas  Ser t i f i k a t  405  te rsebu t  ;  

-

Oleh  karena  Tergugat  I I  In te r vens i  mempero leh  tanah  

sesua i  dengan  keten tuan  hukum yang  ber laku  maka secara  

hukum Tergugat  I I  In te r vens i  seharusnya lah  mempero leh  

per l i ndungan  hukum  sebaga imana  Yur i sp rudens i  MARI  

tangga l  10  Januar i  1957,  Nomor  210  K/S ip /1995  j i s  

tangga l  26  Desember  1958,  Nomor  251  K/S ip /1958 ,  23 

September  1975,  Nomor  52  K/S ip /1975  tangga l  15  Apr i l  

1976,  Nomor  1237  K/S ip  1973  dan  tangga l  28  Apr i l  1976  

Nomor  821  K/S ip /1974  ya i t u  :  “ j ua l  be l i  tanah  t i dak  

dapat  d iba ta l kan  untuk  mel indung i  pembel i  yang  

ju j u r ”  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  1963  KUHPerdata  menyatakan  :  “s iapa  yang  dengan  

i t i k ad  baik  dan berdasarkan  suatu  alas  hak  yang  sah  

mempero leh  suatu  benda  tak  bergerak ,  dapat  mempero leh  

hak  mi l i k  atas  benda  te rsebu t  dengan  ja l an  daluwarsa  

dengan  suatu  penguasaan  se lama  dua  puluh  tahun”  ;  

- - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
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Pasal  32  ayat  2  PP RI  No.  24  tahun  1997  menyatakan  :  

“Da lam  hal  atas  suatu  b idang  tanah  suatu  di te rb i t k an  

ser t i pika t  secara  sah  atas  nama orang  atau  badan  hukum 

yang  mempero leh  tanah  te rsebu t  dengan  i t i k ad  baik  dan  

secara  nyata  menguasa inya ,  maka pihak  la i n  yang  merasa  

mempunyai  hak  atas  tanah  i t u  t i dak  dapat  lag i  menuntu t  

pe laksanaan  hak  te rsebu t  apabi l a  da lam waktu  5 ( l ima )  

tahun  se jak  di te rb i t k annya  ser t i pika t  i t u  t i dak  

mengajukan  kebera tan  secara  te r t u l i s  kepada  pemegang  

ser t i pika t  dan  Kepala  Kanto r  Per tanahan  yang  

bersangku tan  ataupun  t i dak  mengajukan  gugatan  ke  

Pengad i l an  mengena i  penguasaan  tanah  atau  penerb i t an  

ser t i pika t  te r sebu t ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa secara  fak ta  hukum Tergugat  I I  In te r vens i  yang  

mempero leh  tanah  SHM No.  405  dengan  cara  membel i  

te rsebu t  kemudian  menguasa i  tanah  te rsebu t  secara  

te rus  menerus  h ingga  sekarang  dengan  se la l u  

members ihkan .  Bahwa  se jak  Tergugat  I I  In te r vens i  

membel i  dan  menguasa i  tanah  te rsebu t  h ingga  sebe lum 

perkara  in i  d ia jukan  TIDAKLAH  PERNAH  ADA 

KEBERATAN/GUGATAN HUKUM ATAS TANAH MILIK  TERGUGAT I I  

INTERVENSI  SEBAGAIMANA SERTI PIKAT  NO.  405  TERSEBUT ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa. . .

-  26 -

Bahwa sebaga imana  keten tuan  hukum dia tas ,  maka dengan  

adanya  fak ta  hukum  Tergugat  I I  In te r vens i  yang  

memi l i k i  menguasa i  Tanah  te rsebu t  se jak  dibe l i  tahun  

1985  hingga  sekarang  tanpa  adanya  gugatan  hukum,  maka 

secara  hukumTergugat  I I  In te r vens i  harus lah  

mendapatkan  per l i n dungan  hukum sebaga i  pemi l i k  tanah  

yang  ber i t i k ad  baik  dan senyatanya  te l ah  Daluarsa  bag i  

Penggugat  untuk  mengajukan  gugatan  hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sesua i  dengan  keten tuan  hukum dia tas ,  maka Tergugat  I I  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
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In te r vens i  yang  memi l i k i  tanah  sesua i  dengan  keten tuan  

hukum atau  prosedur  Hukum yang  ber laku ,  o leh  karenanya  

Tergugat  I I  In te r vens i  sebaga i  pemi l i k  tanah  adalah  

sah  secara  hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jus t ru  seba l i k nya  secara  hukum  Penggugat  da lam 

mendal i l k an  suatu  hak  atas  tanah  Tergugat  I I  

In te r vens i  t i dak l ah  mempunyai  tanda  bukt i  hak  atas  

yang  sah  secara  hukum  karena  dasar  hukum  yang  

dida l i l k annya  ada lh  sura t - sura t  yang  t i dak  memenuhi  

landasan  yur i d i s  untuk  meneguhkan  hak  kepemi l i k an  atas  

tanah  sebaga imana  SHM No.  405,  Bagaimana  mungk in  

mendal i l k an  suatu  hak  memi l i k i  dam  mengolah  tanah  

sementara  bukt i  hak  ke lo l a  (hak  penge lo l aan )  dan  

kepemi l i k an  sama  seka l i  t i dak l ah  dimi l i k i  secara  

hukum,  dan  secara  fak ta  hukum pula  Tergugat  I  t i dak  

pernah  mengeluarkan  leg i t imas i  hukum  atas  hak  atas  

tanah  sebaga imana  dal i l  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  secara  fak ta  hukum  saat  in i  Terguga t  I I  

In te r vens i  te lah  mengajukan  gugatan  perbua tan  melawan  

hukum te rhadap  Penggugat  ke  Pengad i l an  Neger i  Kendar i  

dengan  reg i s t e r  Perkara  No.  Perkara  

16/Pd t .G /2011 /PN.kd i  yang  mana  diak iba t kan  perbuatan  

Rustam  Efend i  (Penggugat )  yang  secara  melawan  hukum 

mengaku- ngaku  tanah  mi l i k  Tergugat  I I  In te r vens i  

sebaga i  tanah  mi l i knya  seh ingga  menghalang i  proses  

jua l  be l i  yang  di l akukan  o leh  Tergugat  I I  In te r vens i  

dengan  pihak  pembel i ,  DAN SAAT INI  PERKARA AQUO TELAH 

MEMASUKI TAHAPAN PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DI  PENGADILAN 

NEGERI  KENDARI.  Oleh  karena  secara  fak ta  hukum Tanah  

ada lah  mi l i k  Tergugat  I I  In te r vens i ,  maa secara  hukum 

Tergugat  I I  In te r vens i  menolak  semua  dal i l - da l i l  

gugatan  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Berdasarkan  alasan- alasan  te rsebu t  d ia tas ,  maka 

Tergugat  I I  In te r vens i  mohon  kepada  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  ta ta  Usaha  Negara  Kendar i  yang  memer iksa  

dan  mengadi l i  perka ra  in i ,  k i r anya  berkenan  

menja tuhkan  putusan  hukum  sebaga i  ber i ku t  :  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM.. . .

-  27 -

DALAM  EKSEPSI  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- Mener ima  dan  mengabulkan  Ekseps i  

Tergugat  I I  In te r vens i  untuk  

se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- Menyatakan  menuru t  hukum gugatan  

Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  

(N ie t  otvanke l i j k  Verk laa rd )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- Menghukum  Penggugat  membayar  

biaya  da lam perkara  in i  ;  - - - - - - -

DALAM  POKOK  PERKARA  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Mener ima  dan  mengabulkan  jawaban  

Tergugat  I I  In te r vens i  ;  - - - - - -

- Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  atau  set i dak - t i daknya  

dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  

(N ie t  Otvanke l i j k  Verk laa rd )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- Menghukum  Penggugat  untuk  

membayar  biaya  dalam  perkara  

in i  ;

- - - - - -  Menimbang,  bahwa atas  Jawaban  Tergugat ,  Penggugat  

mela lu i  kuasa  hukumnya  dipe rs i dangan ,  te l ah  mengajukan  

Repl i k  tangga l  14  Maret  2011  dan  atas  Jawaban  Tergugat  I I  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
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In te r vens i  te rsebu t ,  Penggugat  juga  mela lu i  kuasa  hukumnya 

dipe rs i dangan ,  te lah  mengajukan   Repl i k    te r t angga l   03 Mei  

2011 ;

- - - - - - -  Menimbang,  bahwa  Tergugat  mela lu i  kuasa  hukumnya  

dipe rs i dangan  mengajukan  Dupl i k  tangga l  28  Maret  2011  

sedangkan  Tergugat  I I  In te r vens i  mela lu i  kuasa  hukumnya  

mengajukan  Dupl i k  tangga l  18  Mei  2011  dan  untuk  

mempers ingka t  ura ian  putusan  in i   d ianggap  sebaga i  satu  

kesatuan  yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan  putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

gugatannya ,  Penggugat  dipe rs i dangan  mela lu i  kuasa  hukumnya  

te l ah   mengajukan   bukt i - bukt i   berupa  fo to  copy  sura t - sura t  

yang  te lah  bermete ra i  cukup  dan  te l ah  dicocokan  dengan  

as l i nya  dibe r i  tanda  P.1   sampai  dengan   P- 21,  ada lah  

sebaga i  ber i ku t  :

1. Bukt i  P – 1 :  fo to  copy  sesua i  as l i nya  

sura t  pernya taan ,  te r t angga l  07 September  1974  

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  P – 2 : fo to  copy  sesua i  as l i n ya  

Sura t  kete rangan ,  tangga l  14- 7-  1985;  

3. Bukt i  P – 3 :  fo to  copy  sesua i  as l i nya  

Sura t  Pernya taan  kesaks ian ,  te r t angga l  Januar i  

2004  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

4. Bukt i  P – 4 :  fo to  copy  sesua i  as l i nya  

Sura t  Pangg i l an  Pol i s i ,  Nomor:  

Sp.Gi l / 1847 /X I / 2010 /D i t  Reskr im,   tangga l  12  

Nopember  2010;  

5.Buk t i . . .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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-  28 -

5. Bukt i  P – 5 :  fo to  copy  sesua i  as l i nya  

Sura t  Kete tapan  Pajak  Tahun  1975,  tangga l  31 

Maret  1975  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

6. Bukt i  P – 6 :  fo to  copy  sesua i  as l i nya  

Sura t  Kete tapan  Iu ran  Pembangunan  Daerah,  

tangga l  20  Januar i  1976  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bukt i  P – 7 :  fo to  copy  sesua i  as l i nya  

Sura t  Kete tapan  Iu ran  Pembangunan  Daerah  

Sekto r  Pedesaan,  tangga l  2  Januar i  1977  ;  

- - - - - - - - - - - - - -

8. Bukt i  P – 8 :  fo to  copy  sesua i  as l i nya  

Sura t  Kete tapan  Iu ran  Pembangunan  Daerah  

Sekto r  Pedesaan,  tangga l  2  Januar i  1977  ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

9. Bukt i  P – 9 :  fo to  copy  sesua i  as l i nya  

Sura t  Kete tapan  Iu ran  Pembangunan  Daerah,  

tangga l  1  Maret  1978  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bukt i  P – 10 :  fo to  copy  sesua i  as l i nya  

Sura t  Kete tapan  Iu ran  Pembangunan  Daerah,  

tangga l  1  Maret  1978  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bukt i  P – 11 :  fo to  copy  sesua i  as l i nya  

Sura t  Tanda  Pembayaran  IPEDA  Tahun  1985,  

tangga l  25  September  1985  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bukt i  P – 12 :  fo to  copy  sesua i  as l i nya  

Sura t  Tanda Pembayaran  PBB Tahun 1986,  tangga l  

16  Januar i  1991  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bukt i  P – 13 :  fo to  copy  sesua i  as l i nya  

Sura t  Tanda Pembayaran  PBB Tahun 1987,  tangga l  

Disclaimer
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2  Januar i  1987  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Bukt i  P – 14 :  fo to  copy  sesua i  as l i nya  

Sura t  Tanda Pembayaran  PBB Tahun 1988,  tangga l  

2  Januar i  1988  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Bukt i  P – 15 :  fo to  copy  sesua i  as l i nya  

Sura t  Tanda Pembayaran  PBB Tahun 1989,  tangga l  

2  Januar i  1989  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bukt i  P – 16 :  fo to  copy  sesua i  as l i nya  

Sura t  Tanda Pembayaran  PBB Tahun 1990,  tangga l  

2  Januar i  1990  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. Bukt i  P – 17 :  fo to  copy  sesua i  as l i nya  

Sura t  Tanda Pembayaran  PBB Tahun 1991,  tangga l  

25  Januar i  1991  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

18. Bukt i  P -   18 :  fo to  copy  sesua i  as l i nya  

Ber i t a  Acara  Rekonst ruks i  Batas  Ser t i p i k a t  

tangga l  5  Mei  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. Bukt i  P – 19 :  fo to  copy  sesua i  fo to  copy  

Akta  Jua l  Bel i ,  No.03/KM/ IX /1980 ,  tangga l  28 

Agustus  1980  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

20. Bukt i  P – 20 :  fo to  copy  sesua i  as l i nya  

Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  No.406,  atas  nama Lasoba  

dan te lah  di robah  atas  nama Nyonya  MUHTIA ;

21. Bukt i  P – 21 :  fo to  copy  sesua i  as l i nya  

Sura t  Pernya taan  Tidak  Kebera tan ,  tangga l  4 

Desember  1990  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -  Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

bantahannya ,  Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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dipers i dangan . . .

-  29 -

dipe rs i dangan  te l ah  mengajukan  ala t  bukt i  berupa  fo to  copy  

sura t  yang  te l ah  di l ega l i s i r  dan  bermete ra i  cukup,  yang  

dibe r i  tanda  T- 1 adalah  sebaga i  ber i ku t  ;   

- Bukt i  T – 1 :  fo to  copy  sesua i  as l i nya  

Buku  Tanah  SHM  No.405/Lepo- Lepo  An.  

Ny.Muht i a  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -  Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

bantahannya ,  Tergugat  I I  In te r vens i  d ipe rs i dangan  te l ah  

mengajukan  ala t  bukt i  berupa  fo to  copy  sura t  yang  te l ah  

di l ega l i s i r  dan  bermete ra i  cukup,  yang  dibe r i  tanda  

T. I I . I n t v  -  1  s /d  T. I I . I n t v –3 ,  ada lah  sebaga i  ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

1. Bukt i  T. I I . I n t – 1 :  fo to  copy  sesua i  

as l i nya  SHM No.405/Lepo- Lepo,  se luas  20.000  

m2,  An.  Ny.Muht i a  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

2. Bukt i  T. I I . I n t – 2 :  fo to  copy  sesua i  

as l i nya  Akta  Jua l - Bel i  yang  dibua t  o leh  

Notar i s /PPAT,  No.  186/ I I / 1 23 /7 / 1985 ,  

tangga l  26 Ju l i  1985 ;

3. Bukt i  T. I I . I n t – 3 :  fo to  copy  sesua i  

as l i nya  Sura t  Pember i t ahuan  Pajak  te r -

hutang  Tahun  2010  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - -  Menimbang,  bahwa  d ipers i dangan   Penggugat ,   se la i n  

mengajukan  bukt i -

bukt i  sura t   juga   te l ah  mengajukan  2  ( dua)  orang   saks i  

Disclaimer
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dibawah  sumpah  bernama  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. H.  Samado,  dan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Ahmadin   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

keduanya  te lah  member ikan   kete rangan  sebaga imana  te rmuat  

da lam  ber i t a  acara  perkara  in i ,  dan  untuk  mempers ingka t  

ura ian  putusan  in i ,  d ianggap   sebaga i  satu  kesa tuan  yang  tak  

te rp i sahkan  dengan  putusan  in i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -  Menimbang,  bahwa   d ipers i dangan  Tergugat  t i dak  

mengajukan  Saks i ,  sedangkan  Terguga t  I I  In te r vens i  

mengajukan  7 ( tu j uh )  orang   saks i ,  bernama :

1.  H.  Lamboa  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Hj .  Endang  Sukmawati  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

3. Djasi r  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Hal i f  Falah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Mandari  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Lubis  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Pi lux ,  S.Sos  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

kesemuanya  te lah  member ikan   kete rangan  dibawah  sumpah 

sebaga imana  te rmuat  da lam ber i t a  acara  perkara  in i  dan untuk  

mempers ingka t  ura ian  putusan  dianggap  sebaga i  satu  kesa tuan  

Disclaimer
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yang  tak  te rp i sahkan  dengan putusan  in i  ; - - - - - - -

menimbang. . .

-  30 -

- - - - - - -  Menimbang,  bahwa   para  pihak  dipe rs i dangan  te lah  

mengajukan  kes impu lan   tangga l   11 Agustus  2011   dan  untuk  

mempers ingka t  ura ian  putusan  in i  d ianggap  sebaga i  satu  

kesatuan  dengan  putusan  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -  Menimbang,  bahwa untuk  melengkap i  pembukt i an  dalam 

perkara  in i ,  Maje l i s  Hakim  te l ah  melaksanakan  Pemer iksaan  

Setempat  pada  tangga l  7  Ju l i  2011  d i  lokas i  tanah  yang  

berka i t an  dengan  obyek  sengke ta  te r l e t a k  di  Kelu rahan  

Baruga,  Kecamatan  Baruga,  Kota  Kendar i ,  yang  has i l nya  

te rmuat  da lam  ber i t a  acara  pemer iksaan  setempat  dan  

merupakan  bagian  dar i  putusan  in i  ;  - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Menimbang,  bahwa  pada  akh i rnya  pihak  Penggugat ,  

p ihak  Tergugat  dan  p ihak  Tergugat  I I  In te r vens i  t i dak  

mengajukan  apa - apa lag i  dan mohon putusan  ;  

- - - - - - - Menimbang,  bahwa untuk  mempers ingka t  ura ian  putusan  

in i   sega la  sesuatu  yang  te l ah  te r j ad i  d i  pers idangan  te lah  

te rca ta t  da lam  ber i t a  acara  pers i dangan ,  dan  merupakan  

bag ian  yang  tak  te rp i sahkan  dar i  putusan  in i  ;  - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   TENTANG  PERTIMBANGAN  HUKUM  :  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  maksud  dan  tu j u a n  guga t a n  Pengguga t  

ada l a h  sebaga imana  te l a h  d iu r a i k a n  di  a t a s  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  a t a s  guga t a n  Pengguga t  t e r s e b u t  

maka  Terguga t  dan  Terguga t  I I  In t e r v e n s i   t e l a h  menga jukan  

jawabannya  te r t a n g g a l  28  Pebrua r i  2011  dan  5  Apr i l  2011  

seca r a  t e r t u l i s  yang  seca r a  subs t a n s i  pada  pokoknya  mas ing -

mas ing  memuat  eksep s i / t a n g k i s a n  t e r h a d a p  guga t a n  Pengguga t .  

Oleh  karena  i t u  sebe l um  memper t imbangkan  Pokok  Perka r a  

seca r a  eksep s i o n a l               Maje l i s    Hakim  t e r l e b i h  

dahu l u  haru s  memper t imbangkan  eksep s i - eksep s i  dar i  Terguga t  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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dan  Terguga t  I I  In t e r v e n s i  sebaga i  ber i k u t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI  :  

Menimbang ,  bahwa  adapun  eksep s i   yang  d i a j u k a n  oleh  

Terguga t  dan  Terguga t  I I  In t e r v e n s i  t e r t a n g g a l  28  Februa r i  

2011dan  5  Apr i l  2011  da l am  jawabannya ,  pada  pokoknya  ada l a h  

sebaga i  be r i k u t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.    Gugatan  Penggugat  Daluwarsa  ( Verjaar i n g )   ;  

Bahwa  adanya  fak t a  hukum  se r t i p i k a t  in  l i t i s  t e l a h  

di t e r b i t k a n   t ahun  1985 ,  sedangkan   guga t a n  yang  d ia j u k a n  

Pengguga t  pada  t ahun  2011 ,  dengan  demik i a n   ke t e n t u a n  

ba t a s  waktu  ( 5 t ahun )  yang  di t e t a p k a n   da l am  Pasa l  1963  

Ki t ab  Undang- Undang  Hukum Perda t a  dan  Pasa l  32  aya t  (2 )  

Pera t u r a n

Pemer i n t a h . . . .

-  31  -

Pemer i n t a h   Repub l i k  I ndones i a  No.  24  Tahun  1997  Ten t ang  

Penda f t a r a n  Tanah   t e l a h  t e r l ewa t i  (da l u a r s a ) ,  dan  

sanga t l a h  j e l a s  seca r a  hukum  bahwa  guga t a n  pengguga t  

t e l a h  melampau i  waktu  90  har i  sebaga imana  yang  

di s y a r a t k a n   da l am  pasa l  55  UU No.  5  t ahun  1986  Jo .  UU 

No.  9  t ahun  2004 ,  dengan  demik i a n  guga t a n  pengguga t  

haru s l a h  d inya t a k a n  t i d a k  dapa t  

di t e r im a  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.   Gugatan  Penggugat  ada lah  Kompetens i  Abso lu t  

Pengad i l an  Neger i  ;

Bahwa  dengan  adanya  pengakuan  Pengguga t  sebaga i  pemi l i k  

obyek  pe rka r a   ha ru s l a h  diu j i   t e r l e b i h  dahu l u   seca r a  

perda t a  d i  Pengad i l a n  Nege r i ,  aga r  dapa t  d ike t a h u i  seca r a  

j e l a s  pemi l i k  t anah  a  quo  dan  un tuk  memutuskan  kebena r a n  

s i ap a  pemi l i k  sah  t anah  t e r p e r k a r a  ada l a h  kewenangan  

Pengad i l a n  Neger i  (Kompen t e n s i  Abso lu t ) ,  seh i n gg a  sudah  

seha r u s n y a  Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  Kenda r i  menolak  

guga t a n  Pengguga t  dan  menya t a k a n  t i d a k  berwenang  

mengad i l i  pe rka r a  in i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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3. Penggugat  t idak l ah  mempunyai  Kepent i ngan  Hukum ;

Bahwa  pengguga t  t i d a k  mempunya i  kua l i t a s  da l am  menga jukan  

guga t a n  karena  yang  ber s a ngku t a n  t i d a k  mempunya i  hubungan  

hukum   dengan  loka s i  t e r s e b u t ,  maka  seca r a  yur i d i s  

pengguga t  t i d a k  di r u g i k a n  o leh  Terguga t  I I  In t e r v e n s i  

da l am  pene rb i t a n  se r t i pika t  a  quo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.      Gugatan  Kabur/  t idak   je l a s  ( Obscuur  Libe l )  ;

Bahwa ,  a danya  fak t a  hukum  ba t a s - ba t a s  t anah  yang  

di s ebu t k a n  o leh  Penggugga t  sebe l a h  uta r a   be rba t a s  dengan  

Rus t am  Efendy  dan   Lah iya ,  sedangkan  seca r a  fak t a   hukum 

tanah  Terguga t  I I  In t e r v e n s i   t i d a k  pe rnah  berba t a s  

dengan   t anah  yang  dimaksud   pengguga t ,  seca r a  hukum dan  

seca r a  fak t a   hukum   guga t a n   pengguga t  t i d a k l a h  

mempunya i   ba t a s - ba t a s  yang  je l a s ,  oleh  karen anya  

guga t a n  kabu r .  Seca r a  hukum  guga t a n   Pengguga t  haru s l a h  

dinya t a k a n  t i d a k  dapa t  

di t e r im a  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa  a t a s  Jawaban  Terguga t  dan  Terguga t  

I I  In t e r v e n s i ,  Pengguga t  menga j uk an  sanggahan  da l am  

Repl i k n y a  te r t a n g g a l  14  Mare t  2011  dan  3 Mei  2011 ,  yang  pada  

pokoknya  ada l a h  sebaga i  be r i k u t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 . Bahwa  Pengguga t  t e l a h  menga juk an  guga t a n  t i d a k  

lewa t  waktu  dar i  90  ( s emb i l a n  pu luh  )  ha r i  

sepe r t i  t e r u r a i  da l am  Pasa l  55  Undang- Undang  No.9  

Tahun   2004   t en t a n g   Perubahan  a t a s  Undang-

Undang   No.  5  Tahun  1986 ,

Ten t ang . . .

-  32  -

Ten tang  Perad i l a n  Tata  Usaha  Negara ,  ka r en a  Pengguga t  

menge t a hu i  t anah  yang  dikua s a i n y a  se j a k  t ahun  1974   t e l a h  

di s e r t i p i k a t k a n  a t a s  nama  Muht i a  nan t i  se t e l a h  adanya  

su r a t  pangg i l a n  Pol i s i  No.Po l  :  Sp .Gi l / 1 8 7 4 /X I /D i t  

Resk r im ,  t angga l  12  Nopember  2010  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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2. Bahwa  ba ik  Terguga t  maupun  Terguga t  I I  In t e r v e n s i  

sa l a h  menaf s i r k a n  pemahaman  da l am  perka r a  in i ,  

ka r en a  t e l a h  mempermasa l a h k a n  s t a t u s  kepemi l i k a n  

sedangkan  obyek  guga t a n  ada l a h  mengena i  Kepu tu s a n  

Ta ta  Usaha  Negara  da l am  ha l  pene rb i t a n  Ser t i p i k a t  

Hak  Mil i k  No.  405  Tahun  1985  a t a s  nama  Ny.  

Muht i a ,  Gambar  Si t u a s i  No.1734 / 1 985  tangga l  24- 7-

1985  yang  merupakan  kewenangan  mut l a k  Pengad i l a n  

Ta ta  Usaha  Negara  Kenda r i  un tuk  memer ik s a  se r t a  

mengad i l i  pe rka r a  t e r s e b u t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 . Bahwa  da l i l  Terguga t  I I  In t e r v e n s i  yang  

menya t a k an  bahwa  guga t a n  Pengguga t  kabu r  ada l a h  

pernya t a a n  yang  sa l a h  dan  ke l i r u ,  o leh  karen a  

se sua i  fak t a  d i  l apangan  obyek  tanah  sengke t a  

sudah  sesu a i  dengan  kenya t a a n  yang  ada  se r t a  

guga t a n  Pengguga t  t e l a h  t e r b uk t i  bahwa  pemi l i k  

Ser t i p i k a t  Hak  Mil i k  405  Tahun  1985  ada l a h  

Terguga t  I I  In t e r v e n s i  ;  - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  t e r h a d a p  Rep l i k  Pengguga t  t e r s e b u t  

diban t a h  ol eh  Terguga t  dan  Terguga t  I I  In t e r v e n s i  da l am  

Dupl i k ny a  t e r t a n g g a l  28  Mare t  2011  dan  10  Mei  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  berda s a r k a n  eksep s i  Terguga t  dan  

Terguga t  I I  In t e r v e n s i  se r t a  ban t a h a n  da r i  Pengguga t  

t e r s e b u t   Maje l i s  Hakim  akan  memper t imbangkan  sebaga i  

ber i k u t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Ekseps i  Tentang  Gugatan  Penggugat   Daluar sa  

( Verjaar i n g )  

Menimbang ,  bahwa  da l i l  eksep s i  t e r s e b u t  t i d a k  t epa t ,  

ka r en a  penda f t a r a n  t anah  da l am  penye l e n gg a r a a n ny a  se su a i  

dengan  Undang- Undang  Pokok  Agra r i a  menggunakan  s i s t em  

pub l i k a s i  nega t i f  d imana  Negara  t i d a k  menjamin  kebena r a n  

da t a  yang  d i s a j i k a n ,  dengan  demik i a n  ke t en t u a n  Pasa l  1963  

Ki t ab  Undang- Undang  Hukum Perda t a  dan  Pasa l  32  aya t  (2 )  

Pera t u r a n  Pemer i n t a h  No.  24  Tahun  1997  Ten t ang  

Penda f t a r a n  Tanah ,  t i d a k  dapa t  di j a d i k a n  dasa r  un tuk  

menen tuk an  ba t a s  penga j u a n  guga t a n ,  t e t a p i  t e t a p  haru s  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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dida s a r k a n  pada  ke t e n t u a n  sebaga imana  maksud  pasa l  55  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  t en t a n g  Perad i l a n  Tata  

Usaha  Negara  junc t o  Undang - Undang  Nomor  9  Tahun  2004  

ten t a n g  perubahan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

ten t a n g  Perad i l a n  Tata  Usaha  Negara ; - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  menuru t  Sura t  Edaran  Mahkamah  Agung  

RI  No.2  Tahun   1991   bu t i r  ke - 3   menya t a k a n   bahwa   bag i  

mereka   yang   d i t u j u   o leh

Keputu s a n . . .

-  33  -

Keputu s a n  Pe j ab a t  Tata  Usaha  Negara  t e t a p i  meras a  

kepen t i n g a n ny a  d i r ug i k a n  o leh  te r b i t n y a  Keputu s a n  Pe j ab a t  

Ta ta  Usaha  Negara  yang  ber s a ngku t a n  a t au  se j a k  kapan  

Pengguga t  menge t a hu i  adanya  Keputu s a n  t e r s e b u t  seca r a  

re sm i  menuru t  hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,   bahwa  se l a i n  i t u  menuru t  Yur i s p r u d e n s i  

Mahkamah  Agung  RI  da l am  Putu s a n  Mahkamah  Agung  RI  

Reg i s t e r  No.5 /K /TUN/1992 ,  t angga l  21  Janua r i  1993 ,  

dinya t a k a n  bahwa  Pengguga t  yang  t i d a k  mener ima  a t au  t i d a k  

menge t a hu i  akan  adanya  Keputu s a n  Badan  a t au  Pe j aba t  Tata  

Usaha  Negara  yang  merug i k a n  kepen t i n g a n ny a  dan  baru  

menge t a hu i  se t e l a h  j angka  waktu  te r s e b u t  da l am  Pasa l  55  

Undang- Undang  No.5  Tahun  1986  jo  Undang- Undang  No.9  Tahun  

2004  t e l a h  di l ampau i ,  mas ih  dapa t  menga j uk an  guga t a n  d i  

Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  da l am  waktu  90  ( s emb i l a n  

pu luh )  har i  t e r h i t u n g  se j a k  Pengguga t  menge t a hu i  akan  

adanya  kepu t u s a n  yang  merug i k a n  kepen t i n g a n  

te r s e b u t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  da l am  guga t a n ny a  Pengguga t  

menda l i l k a n  bahwa  Pengguga t  baru  menge t ahu i  obyek  

sengke t a  a  quo   pada  tangga l  12  Nopember  2010  da l am  ha l  

member i k a n  ke t e r a n g a n  se l a ku  saks i  da l am  perka r a  dugaan  

te r j a d i n y a  t i n d a k  p idana  pemal s u an  su r a t  dan  a t au  

penye r obo t a n  t anah  sebaga imana  t e rma suk  da l am  Pasa l  263  

KUHP dan  a t au  Pasa l  167  KUHP yang  d ipe r k u a t  dengan  buk t i  

su r a t  berupa  Sura t  Pangg i l a n  Pol i s i  No.Po l  :  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Sp.G i l / 1 8 7 4 /X I / 2 0 1 0 /D i t .  Resk r im  t angga l  12  Nopember  2010  

(v i d e  Bukt i  P.4 )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  a t a s  da l i l   t e r s e b u t   diban t a h  ol eh  

Terguga t  dan  Terguga t  I I  In t e r v e n s i  yang  menya t ak a n  bahwa  

pada  in t i n y a  bahwa  Pengguga t  sudah  menge t ahu i n y a  se j a k  

lama  dan  i t u  hanya  merupakan  t r i k  dar i  Pengguga t  sa j a  

seh i n gga  guga t a n  Pengguga t  t e l a h  l ewa t  waktu ,  d imana  

fak t a  da l am  per s i d a n g a n  menuru t  ke t e r a n g a n  saks i  Terguga t  

I I  In t e r v e n s i  yang  bernama  Hal i f  Fa l ah  di  bawah  sumpah  

menya t a k an  bahwa  pada  har i  Jumat  t angga l  8  Oktobe r  2010  

saks i  pernah  da t a ng  ke  rumah  Pengguga t  kar ena  dimin t a  

ol eh  anak  Pengguga t  yang  bernama  Stan l e y  un tuk  ber t emu  

orang  tuanya  kemudian  saks i  hanya  dipe r l i h a t k a n  fo t o c opy  

buku  t anah  Hak  Mil i k  No.405  yang   i s i n y a  sama  dengan  

fo t o c opy  se r t i p i k a t  Hak  Mil i k  No.405 /Lepo - Lepo  yang  saks i  

pegang  namun  Terguga t  maupun  Terguga t  I I  In t e r v e n s i  t i d a k  

dapa t  mengua t k a n  ke t e r a n g a n  saks i  Hal i f  Fa l ah  t e r s e b u t  

dengan  buk t i  l a i n n y a ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  berda s a r k a n  ke t e r a n g a n  saks i  Hal i f  

Fa l ah  Maje l i s  Hakim  berpendap a t  bahwa  da l am  pembuk t i a n  

ber l a k u  asa s  un ive r s a l  yakn i

Asas . . .

-  34  -

asa s  “ Unus  Tes t i s  Nul l u s  Tes t i s ”  yang  bera r t i  sa t u  saks i  

bukan  saks i ,  yang  mengandung  makna  bahwa  j i k a  da l am  

pembuk t i a n  haru s  d ida s a r k a n  o leh  l eb i h  dar i  sa t u  saks i  

yang  d ipe r k u a t  dengan  buk t i  t e r t u l i s  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  ke t e r a n g a n  saks i  Hal i f  Fa l ah  

te r s e b u t  di  a t a s  yang  merupakan  saks i  dar i  Terguga t  I I  

In t e r v e n s i  d ike s amp i ngkan  o leh  Maje l i s  Hakim  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  dar i  ren t a n g  waktu  an t a r a  

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dike t a h u i n y a  su r a t  kepu t u s a n  a  quo  pada  tangga l  12  

Nopember  2010  dengan  waktu  Pengguga t  menda f t a r k a n  

guga t a n ny a  d i  Kepan i t e r a a n  Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  

Kenda r i  pada  t angga l  26  Janua r i  2011  mas ih  da l am  t enggang  

waktu  75  ( t u j u h  pu luh  l ima )   ha r i ,  seh i ngg a  mas ih  da l am  

tenggang  waktu  90  ( s emb i l a n  pu luh )  har i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  dengan  berda s a r k a n  a t a s  

per t imbangan  hukum  t e r s e b u t  d i  a t a s ,  t e r h a d a p  eksep s i  

Terguga t  dan  Terguga t  I I  In t e r v e n s i  t i d a k  bera l a s a n  hukum 

dan  dinya t a k a n  t i d a k  d i t e r im a  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.    Ekseps i  Tentang  Gugatan  Penggugat  ada lah  Kompetens i  

Abso lu t  ;

Menimbang ,  bahwa  mengena i  eksep s i  yang  menya t ak a n  

guga t a n  Pengguga t  mengena i  kompe t en s i  abso l u t ,  Maje l i s  

Hakim  berpendap a t  bahwa  mence rma t i  guga t a n  Pengguga t  

sebaga imana  diu r a i k a n  da l am  pos i t a  maupun  pe t i t umnya ,  

t e l a h  j e l a s  yang  menjad i  ob j ek  guga t a n  da l am  perka r a  in i  

ada l a h  berka i t a n  dengan  pros e du r  pene r b i t a n  Ser t i p i k a t  Hak 

Mil i k  Nomor  405 / l e p o - l epo ,  Tangga l  24- 7- 1985 ,  Gambar  

Si t u a s i  Nomor  1734 / 1985 ,  Tangga l  24- 7- 1985 ,  se l u a s  20 .000  

M2  t e r a k h i r  a t a s  nama  Nyonya  Muht i a  (dahu l u  Lasoba )  

(Vide  Bukt i  T II  Int -  1)  o l eh  Terguga t  yang  merupakan  

Keputu s a n  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  d imaksud  da l am  

Pasa l  1  angka  9  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Ten t ang  

Perubahan  Kedua  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Ten t ang  

Perad i l a n  Tata  Usaha  Negara  un tuk  d iu j i  o leh  pengad i l a n  

apakah  kepu t u s a n  t e r s e b u t  sah  ( r e c h tma t i g )  a t au  t i d a k ,  

bukan  sengke t a  yang  mempersoa l k a n  hak  kepemi l i k a n  a t a s  

seb i d a ng  tanah  yang  t e rmasuk  ke  da l am  ruang  l i n gkup  hukum 

perda t a  

(p r i v a a t r e c h t e l i j k )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  yang  menjad i  kewenangan  Pengad i l a n  

Ta ta  Usaha  Negara  ada l a h  menyangku t  pro s e s  pene rb i t a n  

obyek  sengke t a ,  sedangkan  ura i a n  menyangku t  masa l a h  

kepemi l i k a n  d i  da l am  guga t a n  Pengguga t  hanya l a h  ura i a n  

un tuk  memperkua t  pos i t a / d a s a r  guga t a n  Pengguga t  dan  un tuk  

menun jukkan  adanya  kepen t i n g a n  Pengguga t  t e r h a d a p  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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pene rb i t a n  se r t i p i k a t  obyek  

sengke t a  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang . . .

-  35  -

Menimbang ,  bahwa  dengan  demik i a n  menuru t  hemat  

Maje l i s  Hakim,  Pengad i l a n  Ta ta  Usaha  Negara  be rwenang  

un tuk  memer ik s a ,  memutus  dan  menye l e s a i k a n  sengke t a  in i  

sebaga imana  d imaksud  da l am  Pasa l  47  junc t o  Pasa l  50  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986 ,  dan  karenany a  eksep s i  

Kedua  dar i  Terguga t  dan  Ekseps i  Ket i g a  dar i  Terguga t  I I  

In t e r v e n s i  t en t a n g  guga t a n  Pengguga t  mengena i  kewenangan  

mengad i l i  t i d a k l a h  bera l a s a n  hukum  dinya t a k a n  t i d a k  

di t e r im a  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

3. Ekseps i   ten tang  Penggugat  Tidak  Mempunyai  Kepent i ngan  

Hukum ;

Menimbang ,  bahwa  Eksep s i   t en t a ng  Kepen t i n g a n  

Mengguga t .  Dalam  Hukum Acara  Perad i l a n  Ta ta  Usaha  Negara  

t e r d a p a t  adag i um  yang  menya t a k an  poin t  d’ i n t e r e s t  po in t  

d’ac t i o n ,  ada  kepen t i n g a n  baru  ada  aks i ,  seba l i k n y a  no  

in t e r e s t  no  ac t i o n ,  t anpa  ada  kepen t i n g a n  t i d a k  ada  aks i  

; - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  

ten t a n g  Perad i l a n  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  te l a h  

diubah  dengan  Undang- Undang  No.  9  Tahun  2004  junc t o  

Undang- Undang   No.  51  Tahun  2009  t en t a n g  Perubahan  Kedua  

Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  ten t a n g  Perad i l a n  Tata  

Usaha  Negara  t i d a k  menje l a s k a n  ar t i  kepen t i n g a n ,  o leh  

karen a  i t u  ar t i  kepen t i n g a n  dapa t    d ipahami  dar i  

dok t r i n  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  kepen t i n g a n  seca r a  subs t a n t i f  ada l a h  

ni l a i  yang  di l i n d u ng i  ol eh  hukum yang  dapa t  d iuku r  dengan  

ada  t i d a k ny a  hubungan  an t a r a  orang  yang  be r s a ngku t a n  

dengan  Keputu s a n  Tata  Usaha  Negara  yang  menjad i  obyek  

sengke t a  ( Ind r o h a r t o ,  Usaha  Memahami  Undang- Undang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Perad i l a n  Tata  Usaha  Negara ,  Buku  I I ,  Sina r  Harapan ,  

Jaka r t a ,  1993 ,  ha l aman  37-

40)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  pada  s id a ng  Pemer i k s a a n  Se t empa t  di  

loka s i  obyek  sengke t a  pada  tangga l  07  Ju l i  2011 ,  Maje l i s  

Hakim  mendapa t k a n  fak t a  d i l a p a n g an  bahwa  tanah  Pengguga t  

yang  dida l i l k a n  se l u a s  33 .480  M2 sebag i a n n y a  t e r h i s a p  

masuk  ke  da l am  Ser t i p i k a t  405 /Lepo - Lepo  t e r a k h i r  a t a s  nama  

Terguga t  I I  In t e r v e n s i ,  Ny.  Muht i a ,  yang  mana  keempa t  

pa toknya  di t u n j u k k a n  l ang s ung  ol eh  anak  Pengguga t  yang  

bernama  Tal l i s  sebag i a n  d i t u n j u k k a n  ol eh  H.  Samado  yang  

ba t a s - ba t a s n y a  an t a r a  l a i n  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Sebe l a h  Uta r a  :  t anah  Pengguga t  ;

-  Sebe l a h  Timur :  kubu ra n  umum dan  kope r a s i  ;

-  Sebe l a h  Bara t  :  Benggo  ;

-  Sebe l a h  Se l a t a n :  SHM 406  an  Ny.  Muht i a  ;

Menimbang . . .

-  36  -

Menimbang ,  bahwa  fak t a  d i  l apangan  pada  s id ang  

pemer i k s a a n  se t empa t  d i  loka s i  Terguga t  t i d a k  dapa t  

menun jukkan  ba t a s - ba t a s / p a t o k - pa tok  dar i  Ser t i p i k a t  

405 /Lepo - Lepo  a t a s  nama  te r a k h i r  Ny.  Muht i a ,  namun  

Terguga t  I I  In t e r v e n s i  menun jukkan  pa tok - pa toknya  walaupun  

t i d a k  seca r a  kese l u r u h a n ,  adapun  ba t a s - ba t a s n y a  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

-  Sebe l a h  Uta r a :  j a l a n  pada t  karya ;

-  Sebe l a h  Timur :  Kuburan  umum dan  Kopera s i  ;

- Sebe l a h  Bara t :  Pak  Dodi  ;

-  Sebe l a h  Se l a t a n  :  SHM 406  an .  Ny.  Muht i a  ;

Menimbang ,  bahwa  buk t i  P- 1  berupa  su r a t  Pernya t a a n ,  

t e r t a n g g a l  7  Sep t embe r  1974  yang  dibua t  ol eh  Andi  Baso  

Tekaka ,  Lasoba ,  Samado ,  dan  La  Ambo dike t a h u i  ol eh  Kepa l a  

Desa  Lepo- Lepo  ya i t u  LA UDU, membukt i k a n  bahwa  t anah  ob j ek  

sengke t a  dio l a h / d i p a r i t  ol eh  sauda r a  RUSTAM EFFENDY di  

desa  l epo - l epo  ada l a h  t anah  nega r a  yang  be lum  pernah  

dio l a h  o leh  s i ap a pun  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  berda s a r k a n  Kete r a n g an  Saks i  ke- 5  

Terguga t  I I  In t e r v e n s i ,   d i  bawah  sumpah  saks i  Mandar i  

menerangkan  bahwa  LA UDU Kepa l a  Desa  Lepo- Lepo  pada  tahun  

1974  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  berda s a r k a n  Kete r a n g an  saks i  ke-  1  

dan  Ke- 2  Pengguga t ,  d ibawah  sumpah ,  saks i  H.  Samado  dan  

Ahmadin  menerangkan  bahwa  Pengguga t  menge lo l a  dan  

menguas a i  t anah  obyek  sengke t a   se j a k  t ahun  1974  dan  

pengguga t  menyuruh  saks i - saks i  membua t  par i t  di  seke l i l i n g  

tanah  obyek  

sengke t a  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  berda s a r k a n  ke t e r a n g a n  saks i   ke - 1  

Terguga t  I I  In t e r v e n s i  d i  bawah  sumpah ,  saks i  H.  Lamboa  

menerangkan  bahwa  saks i  t ahu  yang  membua t  par i t  ada l a h  

Samado  dan  menyuruh  Rus t am  Ef fend i  (pengguga t )  dan  pa r i t  

dibua t  t ahun  1974  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  buk t i  P- 3  berupa  su r a t  Pernya t a a n  

Kesaks i a n ,  bu l an   Janua r i  2004   yang  d ibua t  ol eh  ISRUN dan  

dike t a h u i  o l eh  Kepa l a  ke lu r a h a n  Baruga  Amir  Hasan ,  

STP.M.S i  dan  d i s a k s i k a n  ol eh  Ahmadin  se l a k u  Ketua  RT.01 ,  

Samado  dan  Rus l an ,  menya t ak a n  bahwa  sauda r a  Rus t am  Efendy ,  

bena r  menguas a i   seb i d a ng  t anah  (mengo l a h )  se j a k  tahun  

1974  sampa i  saa t  in i  se l u a s   40 .000  M2 yang  te r l e t a k  d i  

Kelu r a h a n  Baruga  (dahu l u  Lepo- Lepo)  yang  ba t a s - ba t a s ny a  

sebaga i  be r i k u t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uta r a   :  be rba t a s a n  `dengan  t anah  sd r .  Rus t am  

Ef f endy  ; - - - - - - - - - - - - - -

Timur :  be rba t a s a n  `dengan  tanah  

kope r a s i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Se l a t a n :  be rba t a s a n  `dengan  tanah  sd r .  Benggo /  

Lasoba  ; - - - - - - - - - - - - - -

Bara t :  be rba t a s a n  `dengan  t anah  sd r  

Dodi  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang . . .

-  37  -

Disclaimer
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Menimbang ,  bahwa  dengan  demik i a n  t e r d a p a t  hubungan  

an t a r a  Pengguga t  yang  menguas a i  t anah  dengan  Keputu s a n  

obyek  sengke t a  yang  merupakan  buk t i  hak  a t a s  t anah  yang  

mencakup  t anah  yang  d ikua s a i  o leh  Pengguga t ,  seh i n gg a  

Pengguga t  mempunya i  kepen t i n g a n  un tuk  memper soa l k a n  

keabs ah an  ob j ek  sengke t a  dengan  menga jukan  guga t a n ,  

kar en anya  Eksep s i  Ket i g a   t en t a n g  Kepen t i n g a n  Mengguga t  

t i d a k  bera l a s a n  hukum  dan  d inya t a k a n  t i d a k  di t e r im a  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Ekseps i  ten t ang  Gugatan  Kabur  (obscur e  l i b e l ) ;

Menimbang ,  bahwa  karena  su r a t  guga t a n  Pengguga t  t e l a h  

je l a s  dan  se su a i  an t a r a  obyek  sengke t a  dengan  da l i l  a l a s a n  

guga t a n  (Pos i t a )  dan  tun t u t a n  (Pe t i t um ) ,  maka  Maje l i s  

Hakim   berpendapa t  guga t a n  Pengguga t  t i d a k  kabu r  ( Nie t  

obscuu r  l i b e l ) ,  d i s amp i ng  i t u  fo rma t  guga t a n  Pengguga t  

t e l a h  pu l a  memenuh i  ke t en t u a n  sya r a t  fo rmi l  guga t a n  yang  

di t e n t u k a n  o leh  pasa l  56  Undang- Undang  Nomor   5  Tahun  1986  

jo .  Undang - Undang  Nomor  9  Tahun  2004  jo .  Undang - Undang  

Nomor  51  Tahun  2009 ,  Ten t ang  Perubahan  Kedua  Undang- Undang  

Nomor   5  Tahun  1986  Ten t ang  Perad i l a n  Ta ta  Usaha  Negara  

dengan  demik i a n  da l i l  eksep s i   Terguga t  I I  In t e r v e n s i  

yang  menya t a k a n  guga t a n  Pengguga t  kabu r  ( obscuu r  l i b e l )  

ada l a h  t i d a k  berda s a r k a n  hukum  dan  dinya t a k a n  t i d a k  

di t e r im a  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  ol eh  ka ren a  eksep s i - eksep s i  Terguga t  

dan  Terguga t  I I  In t e r v e n s i  dinya t a k a n  t i d a k  di t e r im a  

se l u r u h ny a ,  maka  se l a n j u t n y a  Maje l i s  Hakim  akan  

memper t imbangkan  pokok  perka r a  sebaga i  ber i k u t  :  - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang ,  bahwa  maksud  dan  tu j u a n  dar i  guga t a n  

Pengguga t  ada l a h  sebaga imana   t e r s ebu t  d i  a t a s  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Menimbang ,  bahwa  yang  menjad i  obyek  sengke t a  in  casu  

ada l a h  Ser t i p i k a t  Hak  Mil i k  No.405  Tangga l  24- 7- 1985  se l u a s  

20 .000  M2 a t a s  nama  Ny.  Muht i a ,  Gambar  Si t u a s i  Tangga l  24- 7-

1985  No.1734 / 1985 ,  yang  dahu l u  te r l e t a k  d i  Desa  Lepo- Lepo ,  

Kecamat an  Mandonga ,  seka r a ng  Kelu r a h a n  Baruga  Kecamat an  

Baruga  Kota  Kenda r i   (v i d e  Bukt i  T.1  = buk t i  T.  I I  In t v - 1)  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
- - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  Pengguga t  da l am  guga t a n ,  rep l i k  dan  

kes impu l a n  menda l i l k a n  yang  pada  pokoknya  sebaga i  ber i k u t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 . Bahwa  Pengguga t  ada l a h  pemi l i k  t anah  se l u a s  

33 .480  M2 yang  dio l a h  dan  d ikua s a i  se j a k  t ahun  

1974  sampa i  dengan  seka r a ng  yang  t e r l e t a k  dahu l u  

desa  Lepo- Lepo ,  Kecamatan  Mandonga ,  Kabupa t e n  

Kenda r i ,  seka r a ng  Kelu r a h a n  Baruga ,  Kecamatan  

Baruga ,  Kota  Kenda r i ,  dengan  ba t a s - ba t a s  sebaga i  

ber i k u t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  sebe l a h . . .

-  38  -

-  Sebe l a h   Uta r a  :  dahu l u  Rus t am  Efendy  dan  Lah iya  ;

-  Sebe l a h  Se l a t a n :  dahu l u  Benggo  dan  Lasoba  ;

-  Sebe l a h  Timur :  dahu l u  Lah iya  ;

-  Sebe l a h  Bara t :  dahu l u  Dodi  ;

2 .  Bahwa  t anpa  sepenge t a h u a n  Pengguga t ,  t anah  t e r s e b u t  

t e l a h  t e r b i t  se r t i p i k a t n y a  ya i t u  Ser t i p i k a t  Hak  Mil i k  

No.405  t angga l  24- 7- 1985  se l u a s  20 .000  M2 yang  te l a h  

diba l i k  nama  ke  a t a s  nama  Ny.  Muht i a  yang  t e r l e t a k  

dahu l u  desa  Lepo- Lepo ,  Kecamat an  Mandonga ,  Kabupa t e n  

Kenda r i ,  seka r a n g  Kelu r a h an  Baruga ,  Kecamat an  Baruga ,  

Kota  Kenda r i ,  ha l  in i  ba ru  d ike t a h u i  se j a k  ada  su r a t  

pangg i l a n  da r i  Pol i s i  t e r t a n g g a l  12  Nopember  2010  

berka i t a n  dengan  t e r j a d i n y a  t i n d a k  pidana  pemal s u a n  

su r a t  dan  a t au  penye r obo t a n  t anah  sebaga imana  yang  

dimaksud  da l am  Pasa l  263  KUHP dan  Pa s a l  167  KUHP ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

3 . Bahwa  dengan  d i t e r b i t k a n n y a  Ser t i p i k a t  405  desa  Lepo-

lepo  a t a s  nama  Ny.  Muht i a  Pengguga t  meras a  di r ug i k a n  

kepen t i n g a n ny a  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 .  Bahwa  t i n d a k a n  Terguga t  da l am  menerb i t k a n  Ser t i p i k a t  Hak  

Mil i k  405  desa  Lepo- Lepo  an  Ny.  Muht i a  t e r s e b u t  t e l a h  

ber t e n t a n g a n  dengan  Pasa l  3  aya t  (2 )  sub  a  dan  b  PP  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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No.10  Tahun  1961  Ten t ang  Penda f t a r a n  Tanah  dan  t e l a h  

ber t e n t a n g a n  dengan  asa s - asa s  umum  pemer i n t a h a n  yang  

ba ik  ya i t u  asa s  t i d a k  ce rma t ,  t i d a k  te l i t i  dan  

pro f e s i o n a l i t a s  sebaga imana  te r c a n t um  da l am  Pasa l  53  

aya t  2  sub  a  dan  b  Undang- Undang  No.  9  Tahun  2004   jo  

Undang- Undang  No.5  Tahun  1986  Ten t ang  Perad i l a n  Ta ta  

Usaha  Negara  dan  te l a h  ber t e n t a n g a n  dengan  Asas - Asas  

da l am  Penda f t a r a n  t anah  sebaga imana  di  maksud  da l am  PP  

No.  10  Tahun  1961  ya i t u  asa s  pub l i s i t a s ,  con t r a d i k t u r  

dan  asa s  de l i t i m a s i  ya i t u  adanya  per s e t u j u a n  dar i  p ihak -

pihak  yang  berba t a s a n  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 . Bahwa  obyek  sengke t a  yang  d ipe r o l e h  Terguga t  I I  

In t e r v e n s i  t i d a k  dengan  i t i k a d  ba ik  dan  t i d a k  seca r a  

nya t a  dikua s a i   o leh  Terguga t  I I  In t e r v e n s i  seca r a  t e r u s  

meneru s   sebab  t anah   yang  menjad i  obyek  sengke t a   t e l a h  

dikua s a i   pengguga t  se j a k  t ahun  1974  sampa i  seka r a n g ,  

ha l  in i  di l a n d a s i  dengan  adanya  su r a t  pernya t a a n  

ke t e r a n g a n  pengo l a h a n   yang  dibua t  o leh  apa r a t  

pemer i n t a h  pada  saa t  i t u   se r t a  tokoh - tokoh  masya r a k a t  

se t empa t ,  dan  juga  dasa r  pene rb i t a n  se r t i p i k a t  a t a s  nama  

Ny.  Muht i a  t e l a h  ber t e n t a n g a n  dengan  Pasa l  3  aya t  (2 )  

sub  a  dan  b  Pera t u r a n  Pemer i n t a h  No.  10  Tahun  1961  

Ten tang  Penda f t a r a n  Tanah , y a i t u  t i d a k  adanya  per s e t u j u a n  

pihak - pihak  yang  berba t a s a n  dan  juga  pene r b i t a n  

Ser t i p i k a t  Hak   Mil i k   Nomor  405 ,  t angga l  24  –  7-  1985 ,  

gambar  s i t u a s i  No.  1734 / 1985

Se lua s . . .

-  39  -

se l u a s  20 .000  m2 a t a s  nama  Lasoba  t e r a k h i r  a t a s  nama  

Ny.  Muht i a  ada l a h  te l a h  caca t  yur i d i s   a l i a s  t i d a k  

pros edu r  dan  kemungk i n an  pene rb i t a n n y a  d i l a k uk a n  di  a t a s  

meja  

sa j a  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  a t a s  da l i l - da l i l  guga t a n   Pengguga t ,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Terguga t  dan  Terguga t  I I  In t e r v e n s i  t e l a h  membantahnya  da l am  

jawabannya  mas ing - mas ing  t e r t a n g g a l  28  Pebrua r i  2011  dan  5  

Apr i l  2011  yang  pada  pokoknya  sebaga i  ber i k u t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 . Bahwa  pene rb i t a n  obyek  sengke t a  a  quo  t e l a h  se sua i  

dengan  pera t u r a n  perundang - undangan  yang  ber l a k u  ya i t u  

Pera t u r a n  Pemer i n t a h  Nomor  10  Tahun  1961  Ten ta ng  

Penda f t a r a n  Tanah  jo .  Pera t u r a n  Mente r i  Dalam  Nege r i  

No.  6  Tahun  1972  t en t a n g  Pe l impahan   Wewenang  Pember i a n  

Hak  Atas  Tanah  jo .  Pera t u r a n  Mente r i  Dalam Neger i   Nomor  

5  t ahun  1973  Ten t ang  Keten t u a n  –  Keten t u a n   Menegan i  

Ta ta  Cara  Pember i a n  Hak  Atas  Tanah  ;  dan  t i d a k  melangga r  

asa s - asa s  umum  pemer i n t a h a n  yang  ba ik ,  sebaga imana  

dimaksud  da l am  Pasa l  53  aya t  (2 )  huru f  a  dan  b  Undang-

Undang  No.9  Tahun  2004  Ten t ang  Perubahan  a t a s  Undang-

Undang  No.  5  Tahun  1986  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 . Bahwa  r iwaya t  obyek  sengke t a   semula  ada l a h  beka s  t anah  

nega r a  yang  dikua s a i  oleh  Lasoba  yang  kemudi an  

di t e r b i t k a n  Ser t i p i k a t  Hak  Mil i k  Nomor  405 /d e s a  l epo -

lepo  a t a s  nama  Lasoba ,  gambar  ukur  No.  1734 / 1985  t angga l  

24  ju l i  1985  se l u a s  20 .000  M2 di t e r b i t k a n   t angga l  24  

Ju l i   1985  dengan  berda s a r k a n  Sura t  Kepu tu s a n  Gubernu r  

KDH  TK.1  Sul t r a  t angga l  28  Ju l i  1984  No.  

36 /HM/P3HT/ I / 8 3 - 84 /1984  dan  kemudi an  d iah l i k a n  kepada  

Ny.  Muth i a  berda s a r k a n   Akta  Jua l  Bel i  t angga l  26  ju l i  

1985  No.  186 / I I / 1 2 5 / 7 / 1 9 8 5  d ibua t  o leh   dan  d ihadap an  

Nota r i s  Rachmat i a h  Hambu,  SH.PPAT  wi l ay ah  Kota  

Admin i s t r a s i  

Kenda r i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 . Bahwa  Terguga t   t e l a h  menerb i t k a n  Ser t i p i k a t  Hak  Mil i k  

No.405 / d e s a  l epo - l epo  t ahun  1985  dan  se l ama  kurun  waktu  

5  ( l ima )  t ahun   t e r s e b u t  t i d a k  ada  p ihak   yang  

menga jukan  kebe r a t a n  seca r a  t e r t u l i s  kepada  t e r g ug a t ,  

a t aupun  dipengad i l a n  dengan  demik i a n   se t e l a h  meleb i h i  

kurun  waktu   yang  d i t e t a p k a n   o leh  Pera t u r a n ,   maka  

sega l a  kebe r a t a n  t i d a k  dapa t  d i t e r im a  maka  guga t a n  in i  

sudah  sepa t u t n y a  un tuk  di t o l a k  sebaga imana  yang  

di t e t a p a k a n  Pera t u r a n  Pemer i n t a h  No.  10  Tahun  1961  Jo .  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pera t u r a n  Pemer i n t a h  No.  24  Tahun  1997  t en t a n g  

Penda f t a r a n  tanah ,  Pasa l  32                aya t  (1 )  dan  

(2 )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang . . . .

-  40  -

Menimbang ,  bahwa  dengan  mengacu  pada  Pasa l  53  aya t  

(2 )  dan  Pasa l  107  Undang- Undang  No.  9  Tahun  2004   Ten t ang  

Perubahan  a t a s  Undang - Undang  No.  5  Tahun  1986  Ten t ang  

Perad i l a n  Tata  Usaha  Negara ,  maka  pokok  pe rmasa l a h a n  perka r a  

a  quo  ada l a h  :  “  Apakah  Tindakan  Terguga t  da l am  pene rb i t a n  

Ser t i p i k a t  Hak  Mil i k  No 405  Tangga l  24  - 7  –  1985  a t a s  nama  

Ny.  Muht i a  se l u a s  20 .000  M2,  Gambar  Si t u a s i  No.1734 / 1985  

tangga l  24  –  7-  1985  yang  t e r l e t a k  dahu l u  desa  Lepo- Lepo ,  

Kecamat an  Mandonga ,  Kabupa t e n  Kenda r i ,  seka r a n g  Kelu r a h a n  

Baruga ,  Kecamat an  Baruga  Kota  Kenda r i  (  vide  buk t i  T. I I .  

In t v . - 1)  t e l a h  se sua i  dengan  pros edu r / f o rma l  ?  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  Maje l i s  Hakim  akan  memper t imbangkan  

seca r a  yur i d i s  pene rb i t a n  obyek  sengke t a  a  quo  (v i d e  buk t i  

T. I I . I n t - 1)  dar i  seg i  

pro s edu r a l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  t e r h a d a p  da l i l - da l i l  Pengguga t ,  

Terguga t  dan  Terguga t  I I  In t e r v e n s i  t e r s e b u t  d i  a t a s ,  

Maje l i s  Hakim  memper t imbangkan  sebaga i  ber i k u t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  se l a n j u t n y a  berda s a r k a n  pemer i k s a a n  

buk t i - buk t i  pa r a  p ihak  ba ik  buk t i  su r a t  maupun  ke t e r a n g a n  

saks i  yang  di a j u k a n  se l ama  dipe r s i d a n g a n ,  Maje l i s  Hakim  

mempero l e h  fak t a - fak t a  hukum sebaga i  ber i k u t  ;  

1 . Bahwa  Pengguga t  menda l i l k a n  memi l i k i   seb i d a ng  t anah  

(mengo l a h )  se j a k  t ahun  1974  sampa i  saa t  in i  se l u a s  

40 .000  M2 yang  t e r l e t a k  di  Kelu r a h a n  Baruga  (dahu l u  

Lepo- Lepo)   be rda s a r k a n  su r a t  Pernya t a a n ,  t e r t a n g g a l  7  

Sep t embe r  1974    yang  d ibua t  o leh  Andi  Baso  Tekaka ,  

Disclaimer
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Lasoba ,  Samado ,  dan   La  Ambo dike t a h u i  ol eh  Kepa l a  Desa  

Lepo- Lepo  ya i t u  La  Udu  dan  berupa  su r a t  Pernya t a a n  

Kesaks i a n ,  bu l an   Janua r i  2004   yang  d ibua t  ol eh  I s r u n  

dan  dike t a h u i  o leh  Kepa l a  ke lu r a h a n  Baruga  Amir  Hasan  

STP.M.S i  dan  d i s a k s i k a n  o leh  Ahmadin  se l a ku  Ketua  

RT.01 ,  Samado  dan  Rus l an  (Vide  Bukt i  P1  dan  P3)  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 . Bahwa  be rda s a r k a n  Has i l  Pemer i k s a a n  Se t empa t ,  Maje l i s  

Hakim menyaks i k a n  bahwa  Pengguga t  menguasa i  t anah  obyek  

sengke t a  seca r a  f i s i k  dengan  member i k a n  t anda  pa tok  

di s e t i a p  sudu t  dan  membuat  par i t  di s e k e l i l i n g  s i s i  

t anah  te r s e b u t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

3 . Bahwa  pene rb i t a n  se r t i f i k a t  obyek  sengke t a  a  quo  

berda s a r k a n  Sura t  Kepu tu s a n  Gubernu r  KDH   Tingka t  I  

Sulawe s i  Tengga r a  t angga l  28  Ju l i  198 4 Nomor  

36 /HM/PBHT/ I / 8 3 - 84 /1984  (Vide  Bukt i  T- 1 idem  T I I  In t v -

1)  ; - - - - - - - - - - - - -

4 . Bahwa  Ser t i f i k a t   obyek  sengke t a   semul a  ada l a h  bekas  

t anah  nega r a  yang  d ikua s a i  ol eh  Lasoba  yang  kemudian  

di t e r b i t k a n  Ser t i p i k a t  Hak  Mil i k  Nomor  405  /  desa  

l epo - l epo   a t a s   nama   Lasoba ,   gambar   s i t u a s i   No.  

1734  /  1985 ,   

Tangga l . . .

-  41  -

t angga l  24  ju l i  1985  se l u a s  20 .000  M2  di t e r b i t k a n  

tangga l  24  ju l i   1985  dengan  berda s a r k a n   Sura t  Kepu tu s a n  

Gubernu r  KDH TK.1  Sul t r a  t angga l  28  Ju l i  1984  No.  

36 /HM/P3HT/ I / 8 3 - 84 /1984  dan  kemudi an  d iah l i k a n  kepada  Ny.  

Muth i a  berda s a r k a n   Akta  Jua l  Bel i  t angga l  26  ju l i  1985  

No.  186 / I I / 1 2 5 / 7 / 1 9 8 5  d ibua t  o leh   dan  dihadapan  Nota r i s  

Rachmat i a h  Hambu,  SH.PPAT  wi l ay ah  Kota  Admin i s t r a s i  

Kenda r i  (Vide  Bukt i  T- 1  idem  T.I I  Intv–1 ,  dan  T II  in tv  

- 2) ;  

5. Bahwa  be rda s a r k a n  ke t e r a n g a n  saks i  H.  Samado  dan  

Ahmadin  menerangkan  bahwa  Pengguga t  menguas a i /menge l o l a  
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t anah  obyek  sengke t a  se j a k  t ahun  1974  dan  menyuruh  para  

saks i  un tuk  membua t  par i t  d i s e t i a p  s i s i  t anah  obyek  

sengke t a  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

6 . Bahwa  be rda s a r k a n  ke t e r a n g a n  saks i  H.Lamboa ,  

menerangkan  menge t a hu i  yang  membuat  pa r i t  ada l a h  Samado  

dan  menyuruh  Rus t am  Ef f end i  (pengguga t )  dan  par i t  

dibua t  t ahun  

1974  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 . Bahwa  berda s a r k a n  ke t e r a n g a n  saks i  Mandar i  ada l a h  

kepa l a  desa  Lepo- l epo  dar i  t ahun  1985  sampa i  dengan  

tahun1989  menerangkan  bahwa  t i d a k  pernah  

mel ih a t /m enge t a h u i  pihak  Badan  Per t a n a h a n  /  Agra r i a  

melakukan  penguku r a n  d i  a t a s  t anah  obyek  sengka t a  dan  

berda s a r k a n  ke t e r a n g a n  saks i  H.Lamboa  menerangkan  bahwa  

pada  t ahun  1985  t i d a k  pernah  mel i h a t  badan  per t a n a h a n  /  

ag ra r i a  melakukan  penguku r a n  di t a n a h  obyek  

sengke t a  ; - - - - - - - - -

8 . Bahwa  berda s a r k a n  ke t e r a n g a n  Saks i  Mandar i  menerangkan  

bahwa  Lasoba   menguasa i  t anah  obyek  sengke t a  se j a k  

tahun  1964  s / d  1985 ,  dan  berda s a r k a n  ke t e r a n g a n  saks i  

Lub i s  dan  Djas i r  menerangkan  bahwa  Lasoba  mempero l e h  

tanah  da r i  war i s a n  seca r a  tu r un - t emurun  dar i  neneknya  

yang  bernama  Suruda l u  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 . Bahwa  t e r h a d a p  ke t e r a n g a n  saks i  yang  la i n ,  Maje l i s  

Hakim  kesampingkan  karena  t i d a k  mempunya i  n i l a i  

pembuk t i a n  seh i ngg a  t i d a k  d ipe r t i mba ngka n ; - - -

Menimbang ,  bahwa  berda s a r k a n  ha l  t e r s e b u t  di  a t a s  

berken a a a n  dengan  pengu j i a n  pros edu r  yur i d i s  su r a t  kepu t u s a n  

yang  menjad i  obyek  sengke t a  a  quo ,  Maje l i s  Hakim  akan  

mempedoman i  ke t e n t u a n  Pasa l  3  aya t  (2 )  huru f  a  dan  b  

Pera t u r a n  Pemer i n t a h  RI  No.  10  Tahun  1961  Ten ta ng  

Penda f t a r a n  Tanah ,  yang  menga t u r  :  

“bahwa  sebe l um   seb i d ang  tanah  diuku r ,  t e r l e b i h  dahu lu  

diadakan  :  - - - - - - - -

a. Penye l i d i k a n  r iwaya t  bidang  tanah  i t u  dan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Pene t apan  ba ta s - ba ta s n y a  

Disclaimer
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“; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang . . .

-  42  -

Menimbang ,  bahwa  l eb i h  l an j u t  berken a a n  dengan  

ke t en t u a n  Pasa l  3  aya t  ( 2)  huru f  a  dan  b  di  a t a s ,  Pasa l  3  

aya t  (3 )  ke t e n t u a n  te r s e b u t  menga t u r  bahwa  :

“Peker j a a n  yang  dimaksud  da lam  aya t  (2 )  pasa l  in i  

d i j a l a n k a n   o leh  sua t u  Pani t i a  yang  d iben t u k  o leh  

Mente r i  Agrar i a  a tau  pe jaba t  yang  d i t u n j u k  o lehnya  dan  

yang  t e r d i r i  ata s  seorang  pegawa i  Jawatan  Penda f t a r a n  

Tanah  sebaga i  Ketua  dan  dua  orang  anggo t a  Pemer i n t a h  

Desa  a tau  leb i h  sebaga i  anggo t a  ( s e l a n j u t n y a  da lam  

Pera t u r a n  Pemer i n t a h  in i  d i s e bu t  Pan i t i a ) .  Dan  

se t e r u s n y a . . . . . ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Menimbang ,  bahwa  l eb i h  l an j u t  berkena a n  dengan  

ke t en t u a n  Pasa l  3  aya t  ( 3)   d i  a t a s ,  Pasa l  1    Kepu tu s a n  

Mente r i  Dalam  Neger i  Nomor  96  Tahun  1971  Ten ta ng  Susunan  

Pan i t i a  Pemer i k s a a n  Tanah  t e r s e b u t  menga tu r  

bahwa  : - - - - - - - - - -

“  Pani t i a  dengan  tuga s  yang  berhubungan   dengan  

pemer i k s a a n  tanah  da lam   permohonan   un tuk  mempero l e h  

hak  mi l i k ,  pember i a n   dan  perpan j a ngan /  pembaharuan  

hak  guna  bangunan ,  hak  paka i  dan  hak   penge l o l a a n  a ta s  

tanah  negara  d inamakan  Pani t i a  Pemer i k s a a n  Tanah  A  

se l a n j u t n y a  d i s e bu t  Pan i t i a  A  dan  mempunya i   susunan  

keanggau t a n  yang  t e r d i r i  dar i  :

a. Kepa la  Sub  Direk t o r a t  Agarar i a / Ko t amadya  sebaga i  

Ketua  merangkap  anggo t a  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Seorang  Pe jaba t  dar i  Kanto r  pemer i n t a h  daerah  

Kabupa t e n /  ko tamadya  yang  d i t u n j u k  ol eh  

Bupa t i /Wa l i k o t a  kepa l a  daerah  yang  ber sangku t a n  

Disclaimer
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sebaga i  anggo t a  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Kepa la  Kecamatan  daerah  yang  ber sangku t a n  sebaga i  

anggo t a  ;  - - - - - -

d. Kepa la  Desa  se t empa t  a tau  daerah  yang  se t i n g k a t  

dengan  i t u  sebaga i  anggo t a  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

e. Seorang  pe jaba t  dar i  kan t o r  sub  di r e k t o r a t  agrar i a  

kabupa t e n / k o t amadya  yang  d i t u n j u k   ol eh  kepa l a  sub  

di r e k t o r a t  agrar i a  yang  ber s angku t a n  sebaga i  

Sekr e t a r i s  bukan  anggo t a  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  l eb i h  l an j u t  berken a a n  dengan  

ke t en t u a n  Pasa l  1   d i  a t a s ,  Pasa l  2  dengan  ke t en t u a n  

te r s e b u t  menga t u r  bahwa  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pani t i a  A merupakan   sua t u  Kesa t uan   yang  ber t u ga s  :

a . Mengadakan  pene l i t i a n  t e r hadap  pemohon   berda sa r k a n  

ke t e n t u a n– k e t e n t u a n   hukum  yang  ber l a k u  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b . Mengadakan  pene l i t i a n   t en t a n g  tanahnya ,  s ta t u s /  

r iwaya t n y a ,  hubungan   hukum  dengan   pemohon  dan  

kepen t i n g a n  –kepen t i n g a n   la i n n y a  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c .  mengadakan . . .

-  43  -

c .  Mengadakan  pengukur an  dan  menempa tk an   tanda - tanda  

ba ta s ,  membuat  gambar  s i t u a s i ,  t e rmasuk   mene tapkan  

lua s  tanah  yang  d imohon  Sesua i   t i d a k n ya  penggunaan  

tanah   t e r s e b u t  dengan  rencana  penggunaan  tanah  yang  

ber sangku t a n  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d . Member i k an  fa twa  bese r t a  per t imbangannya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e . Membuat  r i s a l a h  pemer i k s a a n  tanah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  l eb i h  l an j u t  berkena a n  dengan  

ke t en t u a n  Pasa l  2   di  a t a s ,  Pasa l  5   Pera t u r a n  Mente r i  Dalam  

Disclaimer
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Neger i  Nomor   5  t ahun  1973  Ten t ang  Keten t u a n - Keten t u a n  

Mengena i  Tata  Cara  Pember i a n  Hak  Atas  Tanah  menga t u r  

bahwa  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“  Se t e l a h  mener ima  permohonan   yang  dimaksud ,  maka  

Kepa la  Sub  Direk t o r a t  Agrar i a  Kabupa t e n /Ko t amadya  :

a . Memer in t a h k an  kepada  Kepa la  Seks i  Penguru s an   Hak  

Mil i k  yang  ber sangku t a n ,  agar  :

1 . Menca ta t n y a   d ida l am  da f t a r  permohonan  Hak  Mil i k  

menuru t   con t oh  I I  yang  di s e d i a k a n  un tuk  i t u ,

2 . Memer i k s a  apakah  ke t e r a n gan - ke t e r a ngan   yang  

dimaksudkan   da lam  Pasa l  4  sudah  l engkap  dan  j i k a  

be lum  l engkap  mempers i l a h k a n   pemohon  

melengkap i n y a .

b . Memanggi l  pemohon  un tuk  :

1 . Melengkap i   ke t e r a ngan   yang  be lum  lengkap

2. Membayar  kepada  Kepa la  Sun  Bagian  Admin i s t r a s i  

Sub  Direk t o r a t  Agrar i a  per s e k o t  biaya  yang  

dipe r l u k a n   un tuk  menye l e s a i k a n   permohonan  

te r s e b u t ,  dengan  menyebu t k an   menuru t  con t oh  

I I I .

Lembaran  as l i  con toh  I I I  d i t a nda t a n gan i  ol eh  

Kepa la  Sub  Admin i s t r a s i  t e r s e b u t   dibe r i k a n  

kepada  pemohon .

c . Memer in t a h k an  kepada  sek s i - sek s i  Penda f t a r a n  Tanah ,  

Tata  Guna  Tanah  dan  Penguru s an   Hak  Tanah  agar  

menye l e s a i k a n   bahan - bahan  yang  dipe r l u k a n   un tuk  

mengambi l  kepu t u s a n   ata s  permohonan  te r s e b u t  an ta r a  

la i n  :

1 . Sura t  Kete r angan  Penda f t a r a n  Tanah  (ka l a u  be lum  

ada)

2 . Gambar  Si t u a s i  /  Sura t  Ukur  (ka l a u  be lum  ada)

3 . Per t imbangan  apakah  Pember i an  tanah  un tuk  

perun t u k an  yang  dimohon  i t u  memenuh i  per s y a r a t a n  

ta t a  guna  tanah  dan  j i k a  sudah  ada ,  apa  se sua i  

dengan  rencana  ta t a  guna  tanah  daerah  yang  

ber sangku t a n ,  dengan  ca ta t a n  bahwa  ka lau  

pember i a n  hak  a ta s  tanah  i t u   t i d a k  mengubah  

perun t u k an  tanah  yang  dimhon ,  per t imbangan   i t u  

t i d a k  d ipe r l u k a n  .

4 .Sek i r a n y a . . .
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-  44  -

4. Sek i r a n y a   dipe r l u k a n   juga  per t imbangan   dar i  

in s t a n s i - in s t a n s i  la i n n y a  yang  ada  hubungannya  

dengan  tanah  yang  d imohon .

d . J i ka  bahan   yang  t e r s e d i a   be lum  cukup   un tuk  

mengambi l  kepu t u s a n ,  maka  Kepa la  Sub  Direk t o r a t  

agrar i a  Kabupa t e n /  Kotamadya  ber sama- sama  dengan  

camat ,  Kepa la  Desa  dan  Waki l - wak i l  dar i  in s t a n s i  

la i n n y a  yang  d i t e t a p k a n  da lam  Sura t  Kepu tu s an  

Mente r i  Dalam  Neger i  No.  SK.142 /DJA / 1973 , ,  un tuk  

mengadakan  Pemer i k s a a n  se t empa t .  Has i l  pemer i k s a a n  

te r s e b u t  di su s un  da lam  sua t u  Risa l a h  Pemer i k s a a n  

Tanah  menuru t  Contoh  IV  yang  di t a n da t a ngan i  ol eh  

semua  Anggo t a  Pan i t i a  “

e . Mengi r imkan  berka s  permohonan  i t u  kepada  Gubernur  

Kepa la  Daerah  c .q .  Kepa la  Direk t o r a t  Agrar i a  

Prop i n s i  (ka l a u  ada  d i l e n g kap i  dengan  Risa l a h  

Pemer i k s a aan  Tanah  t e r s e b u t  d ia t a s )  di s e r t a i  

per t imbangannya  yang  d i s u s un  menuru t  con t oh  V.  

Peng i r iman   in i  juga  d i l a k u k an   ol eh  Kepa la  sub  

Direk t o r a t  Agrar i a  Kabupa t e n /  Kotamadya  walaupun  

permohonan - permohonan   yang  ber s angku t a n   karena  

se sua t u  a la s an  dipe r t i m bangan  un tuk  di t o l a k   o leh  

Pe jaba t  yang  berwenang .

f . Menyampai kan  se l embar  t embusan   dar i   per t imbangan  

te r s e b u t   (dan   j i k a  ada  d i s e r t a i   Ri sa l a h  

Pemer i k s a an  Tanahnya  )  kepada   Mente r i  Dalam  Neger i  

c .q  Direk t u r  Jende r a l  Agrar i a  dan  kepada  pemohon ,  

ba i k  j i k a  wewenang  un tuk  memutus kan  ada  pada  Mente r i  

Dalam  Neger i  a taupun   ada  pada   Gubernur  Kepa la  

Daerah .

g . Memer in t a h k an  kepada  Kepa la  Seks i  Penguru s an  Tanah  

un tu t  menca t a t  peng i r iman   berka s   t e r s e b u t  huru f  e  

di  a ta s  di  da lam  da f t a r  yang  d imaksudkan  da lam  huru f  

a .

h . Mengadakan  perh i t u n g an   dengan  pemohon   mengena i  

per s e k o t  b iaya  yang  dimaksudkan   da lam  huru f  b  

meneru t  con toh   I I I  A  dan  tanda  pene r imaan  uang  

Disclaimer
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menuru t  con t oh  I I I . B .  

Menimbang ,  bahwa  da l am  pember i a n  hak  mil i k  a t a s  t anah  

Negara ,  pemohon  da l am  permohonan  maupun  lamp i r a n ny a  su r a t -

su r a t n y a  haru s  menje l a s k a n  mengena i  keadaan  tanahnya  yang  

menyangku t  da t a  f i s i k  maupun  da t a  yur i d i s ,  dan  sebaga i  

t i n d a k  l an j u t  akan  kebena r a n  da t a  pe rmohonan  t e r s e b u t  

di l a k uk a n  pene l i t i a n  Iapangan  o leh  pan i t i a  pemer i k s a  t anah  A 

yang  has i l n y a  d i t e r a n g k a n  da l am  r i s a l a h  pemer i k s a a n  tanah ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang . . .

-  45  -

Menimbang ,  bahwa  kemudian  da r i  a l a t  buk t i  su r a t  

Terguga t  (T - 1)  berupa  Buku  Tanah  Hak  Mil i k  Nomor  405 / l e p o -

lepo ,  Tangga l  24- 7- 1985 ,  Gambar  Si t u a s i  Nomor  1734 / 1985 ,  

Tangga l  24- 7- 1985 ,  se l u a s  20 .000  M2  te r a k h i r  a t a s  nama  

NYONYA  MUHTIA te r n y a t a  d i t e r b i t k a n  be rda s a r k a n  Sura t  

Kepu tu s a n  Gubernu r  KDH Tingka t  I  Sulawe s i  Tengga r a  t angga l  

28  Ju l i  198 4 Nomor  36 /HM/PBHT/ I / 8 3 - 84 /1984  seh i n gga  Maje l i s  

Hakim berpendapa t  bahwa  t anah  obyek  sengke t a  merupakan  tanah  

Negara  dan  Pene rb i t a n n y a  mengacu  kepada  Pera t u r a n  Mente r i  

Dalam  Neger i   Nomor  5  Tahun  1973  t en t a n g  Keten t u a n  mengena i  

Ta ta  Cara  Pember i a n  Hak  a t a s  Tanah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Menimbang ,  bahwa  memperha t i k a n  buk t i - buk t i  yang  

di a j u k a n  o leh  Terguga t  dan  Terguga t  I I  In t e r v e n s i  se l ama  di  

per s i d a n g a n  t e r n y a t a  ba ik  Terguga t  maupun  Terguga t  I I  

In t e r v e n s i  t i d a k  dapa t  menga j uk an  buk t i  su r a t  berupa  Warkah  

dan   Sura t  Kepu tu s a n  Gubernu r  KDH   Tingka t  I  Sulawe s i  

Tengga r a  t angga l  28  Ju l i  198 4 Nomor  36 /HM/PBHT/ I / 8 3 - 84 /1984  

yang  merupakan  dasa r  pene rb i t a n  obyek  sengke t a  dan  su r a t  

kepu t u s a n  t e r s e b u t  merupakan  t i n d a k  l an j u t  dar i  Pene l i t i a n  

Risa l a h  Tanah  A mengena i  da t a  f i s i k  dan  da t a  yur i d i s  obyek  

sengke t a  ha l  in i  se sua i  ke t en t u a n  da l am  Pasa l  4  dan  5  

Pera t u r a n  Mente r i  Dalam  Neger i  Nomor  5  Tahun  1973  t en t a n g  

Ta ta  Cara  Pember i a n  Hak  a t a s  Tanah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  dar i  buk t i - buk t i  su r a t  yang  d ia j u k a n  

ol eh  Terguga t  maupun  Terguga t  I I  In t e r v e n s i  t i d a k  te r d a p a t  

adanya  buk t i  Risa l a h  Pemer i k s a a n  Tanah  A yang  merupakan  

has i l  pemer i k s a a n  pan i t i a  pemer i k s a a n  t anah  A yang  dapa t  

menje l a s k a n  Lasoba  menguas a i  t anah  obyek  sengke t a .  Demik i a n  

pu l a  mengena i  Ser t i p i k a t  Hak  Mil i k  Nomor  405 / l e p o - l epo ,  

Tangga l  24- 7- 1985 ,  Gambar  Si t u a s i  Nomor  1734 / 1985 ,  Tangga l  

24- 7- 1985 ,  se l u a s  20 .000  M2 a t a s  nama  la s ob a  te r a k h i r  a t a s  

nama  NYONYA MUHTIA bena r - bena r  dikua s a i  f i s i k n y a ; - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  da l am  pemer i k s a a n  se t empa t  d i  loka s i  

bidang  t anah  d i  a t a s  obyek  sengke t a  dipe r o l e h  fak t a  bahwa  

Pengguga t  dan  Terguga t  se r t a  Terguga t  I I  ln t e r v e n s i  menun juk  

pada  loka s i  yang  sama ,  dimana   t anah  Pengguga t  t e r h i s a p  

da l am  Ser t i p i k a t  obyek  sengke t a  a  quo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  dihubungkan  ke t e n t u a n  pasa l  3  aya t  (2 )  

huru t  a  dan  b  Pera t u r a n  Pemer i n t a h  Nomor  10  Tahun  1961  

ten t a n g  penda f t a r a n  t anah  dengan  d i t e r b i t k a n n y a  obyek  

sengke t a ,  Maje l i s  Hakim  berpendapa t  bahwa  Terguga t  t i d a k  

te l i t i  dan  t i d a k  ce rma t  memperha t i k a n  da t a - da t a  f i s i k  pihak  

Pengguga t  yang  sudah  berad a  dan  te r b uk t i  bahwa  se l ama  in i  

yang  menguas a i  a t a s  t anah  obyek  sengke t a  ada l a h  Pengguga t  

send i r i  o l eh  karen anya  apab i l a  ha l  in i  sebe l umnya  dike t a h u i  

ol eh  Terguga t ,  semes t i n y a  Terguga t  t i d a k  akan  menerb i t k a n  

Sura t  Kepu tu s a n  Pember i a n  Hak  A  Quo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang . . .

-  46  -

Menimbang ,  bahwa  berda s a r k a n  ke t en t u a n  Pasa l  18  aya t  1  

dan  2  Pera t u r a n  Pemer i n t a h  Nomor  10  Tahun  1961  Ten t ang  

Penda f t a r a n  Tanah ,  menga tu r  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) Atas  Permohonan  yang  berhak ,  maka  se sua t u   hak  ata s  

tanah   di  desa - desa  yang  penda f t a r a n  tanahnya  be lum  

di s e l e n g ga r a k an  seca r a  l engkap   dapa t  pu la  dibukukan  

da lam  da f t a r  buku  tanah .  Untuk  membukukan   hak  

te r s e b u t  ,  kepada  Kepa la  Kanto r  Penda f t a r a n  Tanah  

Disclaimer
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harus  d i s ampa i k a n  sura t  atau  sura t - sura t  buk t i   hak  

dan  ke t e r a ngan   Kepa la  desa   yang  di kua t k a n  ol eh  

as i s t e n  Wedana ,  yang  membenarkan   sura t  atau  sura t  

buk t i  hak   i t u .

2) Se t e l a h  mener ima  sura t  a tau  sura t - sura t   buk t i   hak  

ber s e r t a  ke t e r a ngan   yang  d imaksud  da lam  aya t   (1 )  

pasa l  in i ,  maka  Kepa la   Kanto r  Penda f t a r a n  Tanah  

mengumunkan   permohonan  Pembukuan  hak  i t u  d i  Kanto r  

Kepa la  Desa  dan  Kantor  As i s t e n  Wedana  se l ama  2  bu lan  

ber t u r u t - tu r u t .  Kalau  d ianggapnya  per l u ,  maka  se l a i n  

pengumu- man di  kan to r  Kepa la  Desa  dan  Kanto r  As i s t e n  

Wedana  i t u  Kepa la  kan t o r  Penda f t a r a n  tanah  dapa t  

juga  d iumumkan   dengan  cara  la i n .  ;

Menimbang ,  bahwa  berda s a r k a n  buk t i  yang  d ia j u k a n  o leh  

Terguga t  T –  1 ,  ya i t u  Buku  Tanah  Hak  Mil i k  obyek  sengeka t a  

a  quo ,  penda f t a r a n  pe r t ama  ob j ek  t anah  yang  d i t u n j u k  da l am  

Ser t i p i k a t  Hak Mil i k  No.405 /Lepo - Lepo  ada l a h  pada  t angga l  24  

Ju l i  1985  dengan  Gambar  Si t u a s i  No.  1734  t angga l  24  Ju l i  

1985  dan  penge l u a r a n  se r t i f i k a t  ada l a h  juga  pada  t angga l  24  

Ju l i  1985 .  dengan  ka t a  l a i n  bahwa  penda f t a r a n ,  pembua t a n  

gambar  s i t u a s i  dan  penge l u a r a n  se r t i p i k a t  di l a k uk a n  pada  

har i  yang  sama  ya i t u  t angga l  24  Ju l i  1985 .  pada  ha l  sesu a i  

dengan  ke t en t u a n  pasa l   18  aya t  2  Pera t u r a n  Pemer i n t a h  No.  

10  /  1961  permohonan  pembukuan  a t a s  t anah  haru s   d iumumkan  

se l ama  2 (dua )  bu l an  ;

Menimbang ,  bahwa  Azas  Kece rma t a n  mengha ru s k a n  Pe j aba t  

Ta ta  Usaha  Negara ,  sebe l um  menerb i t k a n  Keputu s a n  Tata  Usaha  

Negara  t e r l e b i h  dahu l u  mes t i n y a  menge t a hu i  dengan  j e l a s  

keadaan  yang  t e r k a i t  dengan  kepu t u s a n  t e r s e b u t  ( Purwoto  S.  

Ganda  Subrata  dalam  masa lah  :  “Penye l e s a i a n  sengke ta  tanah  

dalam  Pel i t a  VI ,Jakar t a  3  Maret  1974  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  dengan  demik i a n  Terguga t  melangga r  

per a t u r a n  perundang - undangan  dan  Asas - Asas  Umum Pemer i n t a h a n  

Yang  Baik  t e r u t ama  Azas  

Kece rma t a n ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  berda s a r k a n  ura i a n  pe r t imbangan  

te r s e b u t  d i  a t a s ,  maka  t e r b i t n y a  Ser t i p i k a t  Hak  Mil i k  Nomor  

405 / l e p o - l epo ,  Tangga l  24- 7- 1985 ,  Gambar   Si t u a s i  Nomor  

1734 / 1985 ,  Tangga l  24- 7- 1985 ,   se l u a s  20 .000  M2  a t a s
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nama   Lasoba  te r a k h i r  a t a s  nama  Nyonya  Muht i a  (obyek  

sengke t a  Tata  Usaha  Negara  )  t e l a h  ber t e n t a n g a n  dengan  

pera t u r a n  perundang - undangan  yang  ber l a k u  dan  Azas - aza s  Umum 

Pemer i n t a h a n  Yang  Baik  ( Algemene  Beg in s e l e n  van  Behoor l ì j k  

Bes t uu r )  dan  o l eh  karen anya  Sura t  Kepu tu s a n  obyek  sengke t a  

a  quo  cacad  yur i d i s  dan  haru s  dinya t a k a n  ba t a l ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  berda s a r k a n  ura i a n  pe r t imbangan  hukum 

te r s e b u t  d i  a t a s ,  Maje l i s  Hakim berke s impu l a n  bahwa  Terguga t  

da l am  menerb i t k a n /  menge lu a r k a n  se r t i f i k a t  hak  mil i k  a  quo  

a t a s  nama  Lasoba  yang  t e r c a t a t  t e r a k h i r  a t a s  nama  Nyonya  

Muth i a  (Obyek  sengke t a  Tata  Usaha  Negara  )  t e l a h  memenuh i  

unsu r  pasa l  53  aya t  (2 )  Huru f  a  dan  b  Undang- Undang  Nomor  9  

Tahun  2004  ten t a n g  perubahan  a t a s  Undang- Undang  Nomor  5  

Tahun  1986  ten t a n g  Perad i l a n  Tata  Usaha  

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Menimbang ,  bahwa  oleh  ka ren a  da l i l  Pengguga t  t e l a h  

te r b uk t i ,  maka  guga t a n  Pengguga t  dapa t  d ikabu l k a n  

se l u r u h ny a ,  maka  t e r h a d a p  Keputu s a n  Tata  Usaha  Negara  berupa  

obyek  sengke t a  dinya t a k a n  ba t a l  dan  haru s  d i cabu t  (v i d e  

pasa l  97  aya t  (9 )  huru f  a  Undang - Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

ten t a n g  Perad i l a n  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  oleh  ka ren a  guga t a n  Pengguga t  

dikabu l k a n  maka  se sua i  ke t en t u a n  pasa l  110  UU  No.  5  t ahun  

1986 ,  Terguga t  dan  Terguga t  I I  In t e r v e n s i   ha ru s  dihukum 

un tuk  membaya r  bi aya  perka r a  seca r a  t anggung  ren t e n g  yang  

besa r n y a  akan  d i t e n t u k a n  da l am  amar  pu tu s a n  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  berda s a r  ke t e n t u a n  pasa l  107  UU No.  5  

t ahun  1986 ,  maka  buk t i - buk t i  se l e b i h n y a  se t e l a h  

dipe r t i mbangkan  t e r n y a t a  t i d a k  re l e v a n  un tuk  per t imbangan  

pu tu s a n  in i ,  namun  a l a t  buk t i  t e r s e b u t  t e t a p  di l amp i r k a n  

da l am  be rka s  perka r a  ;  

Disclaimer
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menginga t ,  pasa l - pasa l  yang  be r s a ngku t a n  da l am  Undang-

Undang  No.  5  Tahun  1986  Junc t o  Undang- Undang  No.  9  Tahun  

2004   Junc t o  Undang- Undang  No.  51  Tahun  200 9  Ten t ang  

Perubahan  Kedua  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  Ten ta ng  

Perad i l a n  Tata  Usaha  Negara ,  Pera t u r a n  Pemer i n t a h  No.  10  

Tahun  1961  Ten t ang  Penda f t a r a n  Tanah  dan  ke t e n t u a n - ke t en t u a n  

la i n  yang  ber s a ngku t a n  da l am  perka r a  in i ;

MENGADILI :   

DALAM EKSEPSI  :

- Menya t ak a n  Ekseps i  Terguga t  dan  Terguga t  I I  In t e r v e n s i  

t i d a k  d i t e r im a  se l u r u h ny a  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam. . .

-  48  -

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabu l k an  Guga t an  Pengguga t  se l u r u h ny a  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 . Menya t ak a n  Tindakan  Terguga t  menge lu a r k a n  Sura t  

Kepu tu s a n  Tata  Usaha  Negara  be rupa  Ser t i p i k a t  Hak Mil i k  

Nomor  :  405 / l e p o - l epo ,  Tangga l  24  ju l i  1985 ,  Gambar  

Si t u a s i   Nomor  :  1734 /1985 ,  Tangga l  24  Ju l i  1985 ,  

se l u a s  20 .000  M2 te r a k h i r  t e r c a t a t  a t a s  nama  NYONYA 

MUHTIA,  melangga r  Pasa l  3  aya t  (2 )  huru f  a  dan  b ,  Pasa l  

18  aya t  (2 )  Pera t u r a n  Pemer i n t a h  Nomor  10  Tahun  1961  

ten t a n g  Penda f t a r a n  Tanah  Jo .  Pasa l  5  huru f  d  

Pera t u r a n  Mente r i  Dalam  Neger i  Nomor   5  t ahun  1973  

Ten tang  Keten t u a n - Keten t u a n  Mengena i  Tata  Cara  

Pember i a n  Hak  Atas  Tanah  dan  melangga r  As as - a s as  Umum 

Pemer i n t a h a n  Yang  Baik  ( Algemene  Beg in s e l e n  van  

Behoor l ì j k  Bes t uu r ) ,  ya i t u  Asas  Kece rma t a n  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

3 . Menya t ak a n  ba t a l  Kepu tu s a n  Tata  Usaha  Nega ra  yang  

dike l u a r k a n  o leh  Terguga t  Kepa l a  Kanto r  Per t a n a h a n  Kota  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Kenda r i  berupa  Ser t i p i k a t  Hak  Mil i k  Nomor  :  405  /  l epo  

-  l epo ,  Tangga l  24  Ju l i  1985 ,  Gambar  Si t u a s i   Nomor :  

1734 / 1985 ,  Tangga l  24  Ju l i  1985 ,  se l u a s  20 .000  M2 

te r a k h i r  t e r c a t a t  a t a s  nama  NYONYA   MUHTIA  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 . Memer in t a h k a n  Terguga t   un tuk  mencabu t  dan  se l a n j u t n y a  

menghapus /  mencor e t  Ser t i p i k a t  Hak  Mil i k  Nomor  :  

405 / l e p o - l epo ,  Tangga l  24  ju l i  1985 ,  Gambar  Si t u a s i  

Nomor  :  1734 /1985 ,  Tangga l  24  Ju l i  1985 ,  se l u a s  20 .000  

M2  te r a k h i r  t e r c a t a t  a t a s  nama  NYONYA  MUHTIA dar i  

Daf t a r  Reg i s t e r  Buku  Tanah  Kanto r  Per t a n a h a n  Kota  

Kenda r i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 . Menghukum  Terguga t  dan  Terguga t  In t e r v e n s i  un tuk  

membaya r  b iaya  perka r a  sebe s a r  Rp.2 . 4 2 2 . 0 0 0 , -  ( Dua  Ju t a  

Empat  Ratu s  Dua  Puluh  Dua  Ribu  Rupiah )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik i an  d ipu t u s k a n  da l am  rapa t  permusyawa r a t a n  ol eh  

Maje l i s  Hakim Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  Kenda r i  pada  har i  

JUMAT t angga l  18  AGUSTUS 2011  o leh  kami  SRI  LISTIANI ,  S.H. ,  

M.Kn. ,  sebaga i  Ketua  Maje l i s ,  M.NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, 

S.H. ,  dan  WAHYUDI SIREGAR, S.H. ,  mas ing - mas ing  sebaga i  Hakim  

Anggo t a .  Putu s a n  mana  d iuc apkan  da l am  per s i d a n g a n  yang  

terbuka  untuk  umum pada  har i  KAMIS t angga l  25  AGUSTUS 2011  

oleh  Maje l i s  Hakim  t e r s e b u t  dengan  d iban t u  ol eh  TAUFIQ,  

S.H. ,  sebaga i  Pan i t e r a  Penggan t i ,  dengan  dihad i r i   Kuasa  

Hukum Pengguga t ,  t i d a k  d ihad i r i  ol eh  Kuasa  Hukum Terguga t ,  

dan  dihad i r i  o leh  Kuasa  Hukum Terguga t  I I  In t e r v e n s i .

Hakim. . .

-  49  -

Hakim- hak im  Anggo t a ,             Ketua  

Maje l i s ,  
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   1 .  M. NOOR HALIM P.  K,  S.H. ,  

SRI  LISTIANI ,  S.H. ,  M.Kn.

   2 .  WAHYUDI SIREGAR, S.H. ,
       
                  Pan i t e r
a  Penggan t i ,

  
TAUFIQ,  S.H.

Per i n c i a n  b i aya  :

1 . Biaya  penda f t a r a n :  Rp.        30 .000 , -

2 . Redaks i :  Rp.          5 .000 , -

3 . Leges :  Rp.        30 .000 , -

4 . Mete r a i :  Rp.        12 .000 , -

5 . Pangg i l a n :  Rp.      345 . 000 , -

6 . Pemer i k s a a n  Se t empa t :  Rp.   2 .000 . 0 0 0 , -

J U M L A H :  Rp.  2.422 .000 , -

Terb i l ang  (  dua ju t a  empat  ra tus  dua puluh  dua  r i bu  
rup iah  )
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